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ABSTRACT

Credit gift by banking have the very strafegic role in national development
execution, where credit can improve the growth and development generalization
specially economic sector.

Bank in channel credit perhaps require the credit guarantee to get the
certainty for debitor redeem. If until the happening of credit stuck and client
conduct the wanprestasi, then object of taken as the bank payable guarantee will
be délivered at Commiittee Business of State Receivable (PUPN) and will be sold
auction by Kantor Piutang and Lelang Negara (KP2LN). Sold auction is the
expected will be obtained by a redemptidil return the credit stuck the by bavk as
creditor. _.‘.

In sale of credit m:ortgage auction 1s the obtained by some advantage from

'3 facet that is time facet, procedure and expense, showing the existence of

effective in sale of mortgage of state receivable of pass through Kantor Piutang
and Lelang Negara of Surakarta. This Matter perhaps can profit the bank as
creditér and debitor havmg the mortgage.

Others in the reality ficld found the exist_ence of constraints in auction
execution conducted by KP2LN that is: still lower the animo of society to goods
purchasing auction, existence of suing or resistance from third party for guarantee
object, sometime price auction less than estimated so that creditor feel getting
disadvantage because its debt amount not yet entircly can be paid. To overcome
the constraint hence Receivable Office and Auction the State conduct the effort
that is perform approach to debitor by persuasif to immediately to pay its debt,
performing activity auction transparently specially at interconnected institution
that is bank party, labouring Human Resource at environment of more
professiopal Kantor Piutang and lelang Negara of Surakarta, integrity and
transparent.

This research use the empirical approach yuridis, with the research
location of Kantor Piutang and Lelang Negara of Surakarta and Bank Rakyat
Indonesia branch of Slamet Riyadi.




ABSTRAK

Pemberian kredit oleh perbankan mempunyai peran yang sangat
strategis di dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dimana kredit dapat
meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan khususnya
disektor ekonomi. .

Bank di dalam menyalurkan kredit tentunya membutuhkan jaminan
kredit untuk mendapatkan kepastian atas pelunasan hutang debitur. Bila
sampai terjadinya kredit macet dan nasabah melakukan wanprestasi , maka
benda yang dijadikan jaminan hutang bank tersebut akan diserahkan ada
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan akan dijual secara lelang oleh
Kantor Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Dengan dijual secara lelang
tersebut diharapkan akan diperoleh pelunasan kembali kredit macet tersebut
olch bank selakn kreditur.

D1 dalam penjualan barang jaminan kredit secara lelang tersebut
diperoleh beberapa keuntungan dari 3 segi yaitu segi waktu, prosedur dan
biaya, yang menunjukan adanya cfektivitas dalam penjualan barang
jaminan pivtang negara melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara
Surakarta. Hal ini tentunya dapat menguntungkan bank selaku kreditur dan
debitur yang mempunyai barang jaminan tersebut.

Selain itu temyata di lapangan ditemukan adanya kendala-kendala
dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KP2LN yaitu : masih
rendahnya animo masyarakat terhadap pembelian barang lelang, adanya
gugatan/perlawanan dari pihak ketiga atas benda jaminan, kadang harga
lelang kurang dari yang diperkirakan sehingga kreditur merasa dirugikan
karena jumlah hutangnya belum seluruhnya dapat dilunasi. Untuk
mengatasi kendala tersebut maka Kantor Piutang dan Lelang Negara
melakukan upaya yaitu mengadakan pendekatan terhadap debitur secara
persuatif untuk segera melunasi hutangnya, mengadakan kegiatan lelang
secara transparan khususnya pada instansi yang berkaitan yaitu pthak bank,

mengusahakan Sumber Daya Manusia pada lingkungan Kantor Piutang dan

Lelang Negara Surakarta yang lebih profesional, jujur dan trasparan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan
lokasi penelitian pada Kantor Piutang dan Lelang Negara Surakarta dan
Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Slamet Riyadi .
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BAB1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keerpat, telah
mengatur bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yaitu antara
Jain memajukan kescjahteraan umum. Guna mewujudkan tujuan yang
dimaksud maka pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang
kehidupan termasuk pembangunan di bidang perekonomian. Pembangunan
dalam bidang ckonomi tersebut tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit
- jumlahnya, untuk itu perlu partisipasi semua pihak baik pemerintah manpun
masyarakat. Usaha tersebut tidaklah sederhama dan mudah, mengingat
keterbatasan modal yang dimiliki maupun ;umbcr daya manusianya.

Sumber dana yang dipergunakan dalam pembangunan nasional
dilakukan oleh bank pemerintah, bank swasta maupun lembaga keuangan
jainnya melalui pengumpulan dana dari masyarakat dan seclanjuinya
menyalurkan kembali kepada masyarakat melatui pemberian kredit.

Dalam penyaluran dana kepada masyarakat melalui pemberian kredit
terdapat 2 (dua) pithak yang berkepentingan yaitu pihak pemberi kredit
(kreditor) dan pihak penen'mé kredit (debitor). Perjanjian kredit adalah
perjanjian untuk utang piutang. Pada prinsipnya pemberian kredit dapat

dilakukan oleh bank pemerintah atau bank swasta.

(UPT-PUSTAK-UNMIP]




D1 dalam pemberian kredit bank képada nasabah saat ini masih sangat
menckankan pada arti pentingnya jaminan kredit. Jaminan kredit dibutuhkan
oleh bank untuk mendapatkan kepastian atas pelunasan hutang dari nasabah,
setelah jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit dengan
mefibuat perjatjiah jaimitan. Pefjanjian jaminan méropakan perjanjian
accessoir dari perjanjian dasarnya yaitu perjanjian kredit.

Perjanjian  kredit kbususnya perjapjian kredit bank di Indonesia
mempunyal arti yang kbusus dalam rangka pembangunan tidak merupakan
pefianjian pijam-meminjam vang yang biasa. Perjanjian kredit menyangkut
kepentingan nasional. Hal ini diatur dalam penjelasan Undang-Undang No.
10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ; 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

Salah satu sarana yang mempunyai peran stategis  dalam
menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari
trilogi pembangunan adalah perbankan. Peran strategis tersebut
terutama discbabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana
yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara
efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ckonomi
mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan pembangunan dam  hasil-hasilnya
pertutabuhan ekonoiii dan stabilitas nasional kearah peénifigkatan
taraf hidup rakyat banyak.

Pentingnya jaminan kredit dalam pemberian kredit diatur dalam
Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang
menjelaskan bahwa” sebelum memberikan kredit bank barus melakukan

penilaian yang scksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan

prospek usaha dari nasabah debitor™.
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Adanya agunan dalam pembenan kredit diatur dalam Pasal 1 butir 23
UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7
Tahun 1992 tentang Perbankan yang menggunakan kata “agunan”
menjelaskan bahwa “agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan
nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atan
pembiayaan berdasarkan prisip Syariah”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum
memberikan kredit kepada pemohon kredit (debitor), pemberi kredit
{kreditor) harus melakukan penilaian yang scksama terhadap watak
{character), kemampuan {capacity), modal, (capital), jaminan (calaieral) dan
prospek usaha dari nasabah atau kondisi ekonomi (condition of economy).
Kelima faktor tersebut sering disebut dengan™ The Five C’s of Credit.!

Dalam perjanjian kredit antara bank (kreditor) dengan nasabah
(debitor) mengandung hak dan kewajiban para pihak. Pihak kreditor
berkewajiban menyerahkan uang yang diperjanjikan dan debitor berhak
menerima uang itu pada waktu yang diperjanjikan, scdangkan debitor
berkewajiban mengembalikan vang yang dipinjamnya sesuai dengan wakiu
tertentu dengan jumiah bunga yang telah ditetapkan.

Pemberian kredit walaupun telah diteliti semua hal diatas dengan
seksama namun tidak bisa lepas dari kemungkinan si debitor wanprestasi
yaitu tidak memenuhi kewajibannya membayar atau melunasi hutangnya
sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan kepada kreditor (bank). Dalam hal

demikian terjadilah kredit bermasalah yang dapat menjadi pendorong

! Eddy Putra The” Aman, Kredit Perbankarn Suqti Tirjarcr Yuridis, Liberaty, Yogyvakarta, hal 12
i
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terjadinya kredit macet. Terjadinya kredit macet ini dapat menimbulkan
kerugian bagi bank itu sendiri dan dapat menghambat pembangunan serta
perekonomian negara.

Dalam hal kreditor adalah bank pemerintah, maka kredit macet atau
piutang macet tersebut merupakan piutang negara. Hal ini berdasarkan
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan
piutang negara iaiah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau
badan-badan yang baik secara langsung atéu tidak langsung dikuasai oleh
negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun .

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada operasional masing-
masing perbankan maka untuk pengurusan kredit macet yang ada di bank
pemerintah | selain upaya pihak bank sendiri untuk menagih kepada debitur,
maka pihak bank dapat menyerahkan kepada DIPLN/PUPN sesuai
mekanisme yang telah diatur dalam undang-Undang.

Piutang negara yang diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara
berdasarkan Pasal 1 dan 2 Keputusan Direkiur Jenderal Piutaﬁg dan Lelang
Negara Nomor KEP-25/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan
Piutang Negara meliputi piutang negara yang berasal dari lembaga perbankan
dan piutang negara yang berasal dari lembaga non perbankan. Piutang negara
yang berasal dari lembaga perbankan berupa kredit macet yang berasal dari
bank-bark milik pemerintah pusat maupun milik pemeriniah daerah, hutang

negara yang berasal dari lembaga non perbankan meliputi :




o

10.

11.

Plutang negara yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah dan lembaga negara
berupa Tuntutan Ganti Rugi Bagi Pegawair Negeri Sipil bukan
bendaharawan.

Piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah dan lembaga negara
berupa Tumtutan Ganti Rugi Bagi Pegawai Negeri Sipil sclaku
bendaharawan. |
Piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah dan lembaga negara
berupa piutang ikatan dinas.

Piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah berupa piutang bea
masuk/bea masuk tambahan.

Piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah berupa piutang
pajak ekspor.

Piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah sektor kehutanan
berupa tunggakan iuran hasil hutan/provisi sumber daya hutan dan dana
reboisasi serta tagihan atas Pelanggan Eksploitasi Hutan.

Piutang negara yang berasal dari Badan Urusan Logistik.

Piutang negara yapg berasal dari instansi pemerintah sektor
pertambangan.

Piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah sektor keschatan
berupa tagihan biaya rumah sakit.

Piutang negara yang berasal dan proyek-proyek pemerintah.




12. Piutang neéwa yang berasal dari Badan Penychatan Perbankan Nasional
(BPPN).

Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara mengurus piutang negara dari
instensi pemerintah dan badan-badan negara tersebut diatur dalam Pasal 12
ayat (1) UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
yang menenivkan babwa “instansi-instansi” pemerintah dan badan-badan
negara diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dam
besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak
mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutaﬁg Negara.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa piutang negara yang diurus
Panitia Urusan Piutang Negara adalah piutang negara yang berasal dari
lembaga perbankan berupa kredit macet bank pemerintah dan piutang negara
yang berasal dari lembaga non perbankan yaitu dari BUMN/BUMD, instansi
pemerintah dan lembaga negara, Badan Urusa Logistik, proyek-proyek
pemerintah dan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara diselenggarakan oleh
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DIPLN) sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 61/YAKK.08/2002 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara yaitu bahwa “peiaksanaan keputusan yang
merupakan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara yang diselenggarakan
oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara sebagaimana diatur
dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Repubiik

Indonesia Nomor - 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja




Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor
Pelayanan Piuiang dan Lelang Negara (KP2LN) mempunyai 9 (sembilan)
Kantor Wilayah DJPLN. Setiap kantor wilayah DJPLN membawahi beberapa
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang merupakan kantor
operasional eselon tiga.

Dalam hal terjadinya kredit macet terhadap penyaluran kredit bank
pemerintah maka pengurusannya diserabkan kepada Panitia Urusan Utang
Negara yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal
Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dengan kantor operasionainya yaitu
Kantor Pelayaﬁan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) sesuai dengan
wilayah kewenangannya masing-masing.

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surakarta
adalah salah satu kantor operasional di bawah Kantor Wilayah V Direktorat
Jenderal Piutang Dan Lelang Negara (DJPLN) sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Kenangan Nomor : 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang
Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yaitu meliputi
1. Kabupaten Salatiga;

2. Kabupaten Boyolali;
3. Kabupaten Klaten;

4. Kabupaten Wonogiri;
5. Kabupaten Sukoharjo;
6. Kabupaten Grobogan;

7. Kabupaten Sragen;




8. Kabupaten Karangayar,
9. Kota Surakarta

Pengertian lclang sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 Vendu
Reglement (Peraturan Lelang) Stb. 1908-189 adalah setiap penjualan barang
dimuka woum dengan cara penawaran harga sccara lisan dan atau tertulis
inelatui vsaha mengumpulkan para peiniitat/peserta lelang. Penjualan ninmn
tersebut harus dipimpin oleh Pejabat Lelang dari Kantor Lelang Negara. 2
Sebagaimana diatur dalam SK. Men.Ken No. 305/KMK.01/2002 Tentang
Pejabat Lelang.

Lembaga lelang adalah sesuai dengan kebutuhan negara saat ini yang
dalam proses pemulihan perekonomian, pengentasan kemiskinan maupun
pembangunan di Indonesia yaitn sebagai sarana mengumpulkan dapa secara
cepat uintuk inendukung pembiayaan kebutuhan belanja negara. Asét niegara
yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi maka dihapuskan dan biayanyél
untuk kebutuhen yang lain. Lelang memberikan kontribusi yang cukup besar
bagi penerimaan negara karena dalam setiap pelaksanaan lelang ada bea
lelang dan vang miskin.

Lelang merupakan penjualan yang cepat karena sebelum lelang
dilaksanakan telah diumumkan rencana pelaksanaannya sehingga metmberi
Dengan adanya banyak peserta lelang dimungkinkan dari lelang tersebut
tercipta penawaran yang kompetitif sehingga terbentuk barga yang maksimal

dan menguntungkan masing-masing pihak. Sebagai jaminan kepastian hukum

2 Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, Eresco, Bandung, 1987, hal. 1

]




B.

maka setiap pelaksanaan lelang dibuat berita acara yang disebut Risalah
1 elang sebagai akie otentik.

Berdasarkan uraian ferscbut diatas maka, penulis tertank umtuk
memilis tesis dengan judul “EFEKTIiFITAS PENJUALAN BARANG
JAMINAN HUTANG MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG
DPAN LELANG NEGARA (KP2LN) DI SURAKARTA (Tinjauan
Pengurusan Piutang Negara pada BRI Cabang Slamet Riyadi

Surakarta).”

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa piutang negara yang diurus
oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara di Surakarta dan
membatasi permasalahan tentang penjualan barang jaminan hutang dalam hal

terjadi kredit macet pada bank pemerintah oleh KP2LN di Surakarta.
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Adapun permasalaban yaug akan dibahas, penulis rumiuskan sebagai

berikui :

1)

2)

3)

Bagaimana pelaksanaaan penjualan barang jaminan piutang negara
melalui  Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di
Surakarta ?

Keuntungan apa yang bisa diperoleh dalam pengurusan piutang negara
melalui  Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)-di
Surakarta ?

Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan penjualan barang
jaminan kredit macet dari bank pemerintah oleh Kantor Pelayanan
Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Surakarta, dan bagaimana upaya

mengatasinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

. Untuk mengetabui pelaksanaan penjualan barang jaminan piutang negara

melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara di Surakarta.
Keuptungan yang diperoleh dalam pengurusan piutang negara melalui
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara di Surakarta.

Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
penjnalan barang jaminan kredit macet dari bank pemerintah oleh Kantqr
Pelayanan Pjutang dan Lelang Negara di Surakarta, dan upaya untuk

mengatasinya.
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D. MANFAAT PENELITIAN

. SISTIMATIKA PENULISAN

1

1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

|
:
!
|
|
bagi ilmu hukum khususnya Hukum Perdata. g

]
2) Penelitan ini diharapkan dapat memberikan masukan (?i dalam

|
pelaksanaan penjualan barang jaminan hutang melalui Kantor Ii’elayanan

i
Piutang dan Lelang Negara di Surakarta. 3

|
3) Hasil penclitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk
kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

|
|
|
%
|
i
]
|
i
H
|

Penulisan tesis ini diawali dengan Bab I Pendahuluan ya}ng berisi
uraian tentang latar belakang masalah yang menggambarkan sua‘ai1 keadaan
dan menegaskan akan pentingnya dilakukan studi penelitian, sehingéa penulis
tertarik mengangkat dalam. sebuah tesis. Sclanjutnya diramuskan:masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Dalam Bab 11 Tinjanan Pustaka diuraikan mengenai tinjauan tentang

Pengertian Kredit, dan Penjualan secara lelang.

Dalam Bab 111 tentang Mectodologi Penelitian, diuratkan tentang

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan

sampling, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. |

Dalam Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan akan
diuraikan tentang gambaran umum mengenai lokasi Kantor Pelayanan
Piutang dan Lelang Negara di Surékarta beserta struktur orga;njsasinya,

pelaksanaan penjualan barang jaminan dan keuntungan yang dapat diperoleh

i1




dalam pengurusan piutang negara melalui Kantor Pelayanan Piutang dan
Lelang Negara (KP2ZLN) di Surakarta, dan kendala-kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan penjualan barang jaminan pada KP2LN di Surakarta seria
upaya mengatasinya.

Dalam bab V berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah
dinratkan dan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan femuan-temuan

vang diperoleh dalam penelitian.
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BAB il

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN KREDIT

1. Pengeriian Kredit
Istitah kvedit berasal dari bahasa Romawi yaitu “credere” yang
berarti “percaya™.” Pengertian kredit berdasarkan Undang-Undang No. 7
Talun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjuinya disebut sebagai
Undang-Undang Perbankan 1998, Pasal 1 Butir 11 yaitu;
“penyediaan wang atau tagihan yang dapai dipersamakan dengan
ini, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjain-meminjam
aniara bank dengan pibak lain yang mewapbkan pihak meminjam

untuk mejunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pembenan bunga”

Menurut Raymond P. Kent bahwa “kredit adalah hak untuk
menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada
waktu yang diminta atau pada waktu akan datang, karena penyerahan
benda-benda se]r:arang”.4

Menurut Savelberg pengertian kredit adalah sebagai benkut :

a. Sebagai dasar dari setiap perutangan dimana seseorang berhak
menunutut sesuatu dari orang lain.

b. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu
kepada orang lain depgan tujuan untuk memperoleh kembali
apa yang diserahkan itn.”

} Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alurmni, Bandung, 1989, hal. 19

* Thomas Suyamo, dkk. Daser-dasor Perkreditan, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Uiama,
Jakarta, 1997, halaman 12.

* Mariam Darus Badrulzaman, Op.C3t, hal 21.
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Sedangkan menurut Levi, pengertian kredit adalah :

Menyerahkan secara sukarela sejumlah nang untuk dipergunakan
secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak
mempergunakan pinjaman it untuk keuntungannya dengan
kewajiban mengernbalifkan jurlah pinjaman ita dibatakang hari °
Menurut  Gatot Supramono, mengenat pengertian kredit
dikefnukakan bahwa “kredit itu merupakan perjanjian pinjam-meminjam
uang antara bank sebagai kreditor, dengan nasabah sebagai debitor. Dalamn
perjanjian ini bank sebagal pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya
dalam jangka waktu yang \'disepakati akan dikembalikan (dibayarkan)
Tunas™
Berdasarkan beberapa pengertian kredit dapat disimpulkan bahwa
kredit adalah penyediaan wang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara kreditor dengan debitor yang mewajibkan pihak peminjam (debitor)
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah

bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

2. Unsur Kredit
Dari pengertian kredit diatas dapat diketabui unsur-unsur yang
terdapat dalam kredit. Menurut Thomas Suyatno dikatakan bahwa unsur
yang terdapat dalam kredit yaitu meliputi :
a. Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa
prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk vang, benda atau

jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka wakiu
tertentu dimasa yang akan datang.

6 Y1t

Ibid.
7 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, Jakarta,
1996. Hal. 44
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b. Waktu vaitu suatu masa yang mermsahkan amntara pemberian
prestasi dengan konmtra prestasi yang akan diterimanya pada
masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung
pengertian nilai agio dari vang yaitu vang yang ada sckarang
lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa
yang akan datang.

c. Degree of Risk yaitu suatu tingkat nisiko Yang akan dihadapi
sebagai akibat dari adanya jangka waktn yang memisahkan
antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan
diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan
semakin tinggi pula ristkonya, karena scjauh kemampuan
manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu
terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan.
Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Adanya unsur
risiko, inilah maka, timbuliah jaminan dalam pemberian kredit

d. Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dajam bentuk
uang, tetapi juga dapat dalam bentuk benda atau jasa, namun
karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang,
maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang milah
yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan. 8

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-uvnsur kredit
meliputi kepercayaan, wakiu, degree of risk (tingkat risiko) dan prestasi.
Unsur-unsur kredit mcncakup demikian karepa dalam praktek banyak
terjadi debitor tidak menepati waktu yaog diperjanjikan dalam

mengembalikan pinjaman dengan berbaga alasan.

. Perjanjian Kredit

Menurut Marjam Darus Badrulzaman, mengenali pengertian
perjanjian kredit berpendapat bahwa:

“Perjanjian kredit Dbank adalah perjanjian pendahuluan dari
penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil dari
permufakatan antéra pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-

hubungai hukum keduanya. Perjanjian ini bersifat komsensual/obligatoir.
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Penyerahan uangnya sendin adalah bersifat niil, sedangkan pada saat

penyerahan uang dilakukan barulah berlaku ketentwan yang model
perjanjian kredit pada kedua pihak”.”

Menurut Gatot Supramono, perjanjian kredit adalah “perjanjian
pinjam-meminjam nang antara bank dengan pihak lain (nasabah)”.'

Mengenai lahirnya perjanjian kredit menurut Edy Putra Tje' Aman
dikemukakan babwa:

“Perjanjian kredit baru lahir pada saat dilakukannya realisasi kredit,
karena setelah penandatanganan perjamjian kredit tidak berarti akan
disertai dengan realisasi kredit atan pencairan kredit. Pemohon (calon
nasabah) tidak akan dapat melakukan penarikan kredit bila tidak ada
pernyataan dari bank bahwa pemohon sudah boleh menarik kreditnya”.”

Menurut Gatot Supramono, mengenai lahimya perjanjian kredit
dikemukakan bahwa:

“Perjanjian kredit terjadi pada saat pemohon kredit menyatakan
persetujuannya setelah pemohon kredit menjadi isi perjanjian sebagaimana
standard contract yang disodorkan kepadanya. Disinilah bank dan
pemohon kredit telah tercapai kata sepakat baik berdasarkan teori
kepercayaan maupun teori penerimaan. Sejak saat itu kedua belah pihak
sudah terikat walaupun perjanjian kredit secara tertulis belum

ditandatangani. Perjanjian kredit secara tertulis sebenammya hanya

¥ Thomas Suyamo, Op. Cit. Hal. 14

9 Mariam Darus Badrulzaman, Manajemen Dana Bank, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hal. 23.
1 Gatot Supramono, Op.Cit. hal. 52.

1 Edy Putra The' Amar, Op.Cit., hal. 35
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merupakan formalitas, berfungsi untuk kepentingan pembuktian dan
kepentingan administrasi”'®

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui babwa ada 2 (dua)
pendapat mengenai kapan lahirnya perjanjian kredit yaitu perjanjian kredit
lahir pada saat dilakukan realisasi kredit. Jadi pada saat terjadinya kata
sepakat atau penandatanganan perjanjian kredit, sedang masabah belum
menerima kreditnya, maka akan terdapat suatu ketidakadilan. Sebab
perjanjian kredit telah lahir pada saat dilakukammya penandatanganan
perjanjian kredit, yang berarti perjanjian jaminannyapun telah lahir.
Padahal pada saat itu pemohon belum mempunyai hutang, sehingga
bertentangan dengan sifat accesoir dari perjanjian jaminan serta pemohon

telah diwajibkan untuk membayar kewajiban bunga padahal ia belum

menerima kreditnya.

. Berakhimya Perjanjian Kredit

Menurut Rachmadi Usman, mengenai berakhimya perjanjian kredit,
ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata tentang cara hapusnya perikatan dapat
diberlakukan pula pada perjanjian kredit, tetapi tidak secara keselurahan.

Pada umumnya perjanjian kredit bank dapat berakhir karena:

a. Pembayaran lunas
Pembayaran merupakan pemenuban prestasi debitor meliputi
pembayaran utang pokok, bunga, denda maupun biaya lain
yang wajib dibayar lunas oleh debitor. Pembayaran lunas bisa
terjadi karema kredit sudab jatuh tempo atan karena
diharuskannya debitor melunasi kreditnya secara seketika dan
sekaligus.

2 Gatot Supramono, Op. Cit, hral. 61
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b. Subrogasi

Menurut pasal 1382 KUH Perdata subrogasi adalah

penggantian kedudukan atau hak-hak kreditor lama olch

kreditor baru dengan mengadakan pembayaran. :

Dengan adanya subrogasi maka segala kedudukan atan hak

yang dipunyai kreditor Jama beralib kepada pihak ketiga.

Pembaharuan Hutang

Mermurut Pasal 1413 KUH Perdata terdapat 3 cara dalam novasi

yaitu :

1} Dengan membuat suatu perikatan hutang baru yang
menggantikan perikatan lama yang dihapuskan karenanya.

2) Dengan expromise yaitu dengan penggantian kreditor lama
dengan kreditor baru

3) Dengan menggantikan debitur lama dengan debitor baru
sehingga dibuat suatn perjanjian baru.

Pembaharuan hutang dalam praktek perbankan ialah dengan

cara mengganti atau memperbabarui perjanjian kredit lama

dengan kredit yang baru, yang secara otomatis perjanjian kredit

lama tidak berlaku.

d. Perjumpaan Hutang/Kompensasi
Menurut Pasal 1425 KUH Perdata yang dimaksud dengan
kompensasi apabila. dua orang saling berhutang satu sama Jain,
maka. terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang piutang,
dengan mana hutang aniara. mereka tersebut memjadi di
hapuskan. Kompensasi dalam perbankan dijalankan oleh pikak
bank dengan cara mengkompensasikan benda jaminan debitor
dengan hutangnya kepada bank sebesar jumlah jaminan yang di
ambil alih tersebut.”

o

5. Tujuan dan Fungsi Kredit
a. Tujuan Kredit
Dalam pemberian kredit tidak terlepas dari tujuan yang ingin
dicapai oleh para pihak. Dimana tujuan kredit tidak dapat melepaskan
diri dari falsafah yang dianut oleh suatu negara. Karena Pancasila
adalah sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak

semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesualkan dengan

3 pachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama,
Jakaria, 2001, hal. 279-181.

18




tujuan negara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasia,

Tujuan kredit yang diberikan bsnk, khusunya bank pemerintah
yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah
untuk :

1. Turut menyukseskan program pemerintab dibidang ekonomi

dan pembanguiian.

2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan
fungsinya guna menjamin  terpenuhinya  kebutuban
masyarakat.

3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan
terjamnn dan dapat memperiuas usahanya.'*

b. Fungsi Kredit

Sedangkan fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomia

dan perdagangan yaitu 13

1) Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna/modal.
Para pemilik uang /modal dapat secara langsung meminjamkan
uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk
meningkatkan produksi/usahanya. Para pemilik uang/modal dapat
menyimpan uangnya pada lembaga keuangan, kemudian wang itu
dipinjamkan kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan

usahanya.

' Thomas Suyatno, op.cit, hal. 14.
'3 ibid, hal. 16.
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2)

3)

4)

Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalulintas uang,

Kredit uwang vyang disalurkan melalui rekening giro  dapat
menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel,
sehingga apabila pembayaran dilakukan dengan cck, giro, bilyet
dan wesel dapat meningkatkan peredaran uang giral. Kredit
perbanakan yang ditarik sccara tunai dapat pula meningkatkan
peredaran uang kartal, sehingga arus falulintas vang akan
berkembang pula.

Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang
Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan
baku menjadi barang jadi, sehingga daya guma barang tersebut
menjadi meningkat. Kredit dapat pula meningkatkan peredaran
barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan
membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat
lain.

Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Untek menckan laju  inflasi, pemerintah melaksanakan
kebijaksanaan uang ketat (tigh money policy) melalui pemberian
kredit yang selektif dan terarah untuk melmdung usaha-usaha
yang bersifat non spekulatif. Arus kredit diarahakan pada sektor-
sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif,
untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam

negeri agar bisa diekpor.
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~5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi
kekurangmampuan para pengusaha dibidang permodalan
sehinggga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat
memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Untuk
usaha tersebut diperlukan tenaga kerja, baik pada saat pelaksanaan
proyek maupun pengelolaannya. Dengan tertampungnya tenag-
tenaga kerja tersebut maka pemeraiaan pendapatan akan menin gkat
pula.

7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.
Rank-bank besar di luar negeri maupun negara-negara maju yang
mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggr dapai
memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-
nepara berkembang untuk membangun. Pemberian kredit itu tidak
saj dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara juga dapat

meningkatkan hubungan internasional.

6. Macam-Macam Kredid
Kredit dapat dibedakan atas dasar beberapa penggolongan sebagal
berikut :*°
Kredit dapat dibedakan atas dasar beberapa penggolongan sebgail

berikut :

' Edy Putra Tie'aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1985,
hal.5.
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a. Sifat penggunaan kredit.
b. Keperluan kredii
¢. Jangka wakiu kredit
d. Cara pemakaian kredit
e. Menurut jaminannya.
Macam-macam kredit terscbut diatas dapat dijelaskan sebgai
berikut
a) Macam kredit menurut sifat penggunaannya.
1) Kredit Komsumntit
Kredit ini dipergunakan oleh nasabah (debitut0 untuk
keperluan konsuimsi, keperluar memenuhi
tutitutan/kebutuhan hidup.
2) Kredit produktif
Kredit i ditujukan wituk keperluain produksi datam arii
luas. Melalui kredit produkiif, utility vang dan/atau barang
akan bertambah meningkat.
b) Macam kredit menurut keperluannya.
1) Kredit investasi
Kredit ini diberikan bank kepada para nasabahnya untuk
keperluan penanamean modal. Kredit tersebut tidak
dimasudkan untuk keperivan penambahan modal kerja,
melainkan untuk keperluan perbaikan/penambahan barang
modal beserta fasilitas-fasilitas lainnya yang beflmbwlgah

erat.dengan ha! itu. Misalnya untuk membangun pabiik,




gudang, membeli/mengganti mesin-mesin  dan  lain
sebagainya.

2) Kredit eksploitasi
Yaitu kredit yang diberikan kepada para nasabah untuk
keperluan menutup biaya-baiay eksploitasi perusahaan
secara luas, baik berupa pembelian bahan-bahan baku,
bahan penolong maupun biaya produksi lainnya. Kredit
investasi dan eksploitasi ini pada dasarny dimaksudkan
untuk meningkatkan produktivitas baik secar kuantitatif
maupun kalitatif.

3) Kredit perdagangan
Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada
umumnya, Dengan kredit ind dﬁpat ditakukan pemindahan
barang dari suatu tempat ke temapat lainnya. Sehingga
dapat membawa peningkatan utility of place dari barang

yang bersangkutan.

¢) Macam Kredit menurut jangka waktunya

Pemakaian kredit menurut jangka waktu kiranya sulit untuk
ditentukan pembatasan yang pasti, sebab pengertian tentang
lamanya pemakaian suatu kredit ditentukan oleh kebutuhan
dan  kemampuan nasabah  untuk  memakai dan
mengembalikannya pada wakiu tertentu :

Penggolongan kredit menwut jangka waktu pemakaiannya
adalah :

1) Kredit jangka pendek
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Vaitu kredit yang berjangka waktu selama-lamanya satu
tahun. Dalam kredit jangka waktu pendek juga termasuk
tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu
tahun.

2} Kredit jangka menengah |
Yaitu kredit yang berjangka waktu satu tahun sampai 3
tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman tersebut
diatas.

3) Kredit jangka panjang
Yaitu kredit yang bejangka waktu lebih dari tiga tahumn.

d) Macam Kredit menurut cara pemakaiannya.

Sesnai dengan kebutuhan dan pemakaian kredit, maka kredit

dapat digolongkan menjadi :

1) Kredit dengan nang muka (persekot)
Penarikan kvedit dilakukan sekaligus, dalam arti kata
maksimum  kredit pada waktu penarikan pertama,
sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah untuk usahanya.

2)Kredit rekening Koran
Debitur menerima sclurub kreditnya dalam bentuk rekening
Koran dan kepadanya diberi blangko cheque. Nasabah
bebas melakukan penarikan-penarikan kreditnya sesual
dengan yang dibutubkan untuk usahanmya sampai batas
maksimum kredit yang ditetapkan. Sedangkan rckening

koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang
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ditarik. Penarikan yang melampaui batas maksimum yang

telah ditetapkan tidak diizinkan.

E). Mac

am Kredit menuriut jaminaninya

1) Kredit tanpa jaminas

Kredit ini diberikan kepada nassbah tanpa adanya
jaminan. Kredit tanpa jaminan ini discbut juga dengan
istilah kredit blangko. Dalam dunia perbankan di
Indonesia jenis kredit ini tidak lazim dipergunakau,
sebab disamping mengandung resiko basar bagi bank,
juga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam
prakick. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan dalam
benink  phisik. Akan iciapi pemberian kredit tanpa
jaminan tidak berarti tidek ada jaminan sama sekali,
melainkan jamian yang berbenivk bohafidiias dan

prospek usaha nasabah tetap diperhatikan dan ditckan

dengan sungguh-sungguh dalam pertimbangan kreditnya.

2) Kredit dengan jaminan

Kredit ini diberikan pada nasabah yang sanggup
menyediakan suatu benda tertentu atau surat berharga
atau orang untuk diikatken sebagia jaminan. Disamping
jaminan phisik, bonafiditas dan prospek wvasah nasabah
tidax terlepas dari perhatian bank dalam rangka
pengamanan kredit. Jemis kredit ini Jazim dipakai oleh

selurah bank di Indonesia.

TRV




7. Jaminan Kredit
Pengertian jaminan dapat diketabui dari bunyi Pasal 1 butir 23
UU Perbankan 1998. Dalam UU Perbankan 1998 tersebut tidak
menggunakan kata jaminan tetapi menggunakan kata agunan yang
diberi definisi : jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor
kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah™.
Dalam pertumbuhannya kini dikenal berbagai macam jaminan.
Jaminan-jaminan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 macams yaitu :
a. Jaminan Umum
Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan oleh ketentuan
undang-undang yaitu ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata
dan Pasal 1132 KUH Perdata.
Pasal 1131 KUH Perdata menentukan, bahwa “segala kebendaaan
si berhutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik
yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kenwadian hari,
menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”
Pasal 1132 KUH Perdata menentukan, bahwa kebendaan tersebut
menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang Masing-mastng,
kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang

sah untuk didabulukan”
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1 . 1 e 1 1 '] 4 A ;|
1) Memberikan hax dan kekuasaan kepada bank untuk moendapatkan

5 B Y N P T e el [P S S Y Py PN e =

2y Menjamiit aga nasavia berperan serta i dalami {Taiisaxs: TR
- — N chinaon lramuneks P i o
uemb“}' T USanaiiyd, Seniiigga {SInunginaii uniik i iujsgﬁlk”
uszha atau proyeknya depgan merugkan din sendiri  atau

Memberi dorongan kepada debitor (tertagih) untuk memenulii

(VR
—

perjanjian kredit khususnya mengenai pembayaran kembali sesual
dengan syarat=syarat yang telah disetujul agar tidak kehilangan

kekayaan yang dijaminkan kepada bank”.'"”

8. Wanprestasi

Perjanjian yang sudah dibuat ada kemungkinan tidak dapat
dilaksanakan, hal ini di karenakan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1243
KUH Perdata, maka pengantian biayajsugi dam bunga karema tak

dipenuhinya suate perikatan, barulah pralai  diwajibkan, apabila st

¥ Thomas Suyatno ,dkk. Op. Cit, hal .88.
. ¥ fbid, hal. 83-96

28




berhutang  setelah  dinyatakan lalat memenuhi  penkatannya tetap
melalaikannya atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuainya, hanya
dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilamspaukannya.

Dari isi ketentuan pasal tersebut diatas dapat dikatakan, bahwa
wanprestasi merupakan suatu keadaan dalam hal mana seorang debitur
tidak memenuhi apa yeng menjadi kewajibannya kepada kreditumya
sesuai dengan isi perjanjian, walaupun debitar telah  ditegur oleh
krediturnya untuk memenuli isi perjanjian  tetapi debitur tetap
melalaikanmoya.

Dengan demikian apabila seorang debitur tctap mengabaikan
pernyataan lalai dari si kreditur dari si kreditar, maka dapt dikatakan
debitur berada dalam keadaan wanprestasi.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi ada 4 macara |

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakan.

2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi  tidak

sebagaiamana yang diperjanjikan.

3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan.”’

B. PENJUALAN SECARA LELANG
I. Pengertian Lelang
Menurut Pasal 1 Peratwran Lelang (Vendureglement) Ordonansi
28 Pebruari 1908 LN 08-89 mulai berlaku 1 April 1908 dengan LN 40-56
jo 41 — 43 pengertian lelang adalah “penjualan di muka umum” adalah

pelelangan dan penjualan barang yang dilakukan dimuka umum dengan
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penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang
makin menurun atau dengan pendaftaran harga atan dimana orang-orang
yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau
penjualan atau kesempatan yamng diberikan kepada orang-orang yang
berlelang atan yang membeli untuk menawar barga menyetujui harga atau
mendaftarkan.

Pada Pasal la, penjualan dimuka umum tidak boleh diadakan
kecuali di depan juru ielang.

Berdasarkan pengertian lelang sebagaimana diatur dalam Vendu
Reglement tersebut, dapat dikemukakan dua hal penting mengenai lelang:
a. Pengertian lelang adalah terbatas pada penjualan barang dimuk.a
b. Dalam pengertian lelang harus dipenuhi 4 unsur yaitu:

‘1) Lelang adalah suatu cara penjualan.

2) Dilakukan di depan umum yaitu dengan cara mengumunkannya
untuk mengumpulkan peminat/peserta lelang.

3) Dilaksanakan dengan cara penawaran harga, yang khusus yaitu
dengan cara penawaran harga secara lisan atau secara tertulis yang
bersifat kompetitif

4) Pembeli tidak diketahui/ditentukan lebih dahulu karena pemenang
lelang akan ditentukan pada saat pelaksanaan lelang  bagi

penawaran tertinggi.

® p Subekti Hukum Perjaniian, Intermasa, Jakarta, 1983, hal 45.
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Berdasarkan uraian diatas, lelang merupakan cara penjualan yang ideal
dan memaksimalkan keuntungan bagi penjual, karena harga maksimal
tercapai melalui proses penawaran yang kompetitif dalam situasi yang
terbuka atau transparan diantara calon pembeli. Di lain pihak Pembeli
akan memperoleh obyek lelang dengan kondisi fisik maupun yuridis
.yang telab diketahui sebelumnya ine]alui pengumuman lelang dan
waktu yang disediakan oleb penjual untuk melihat obyek lelang.
Penjual dan Pembeli juga memiliki dasar kepastian hukum dengan akta

otentik Risalah Lelang sebagai berita acara, telah dilaksanakan lelang.

2. Macam-macam Lelang
a. Lelang eksekusi yaitu penjualan barang-barang yang berkaitan dengan
pelaksanaan putusan hakim baik dalam perkara pedata maupun perkara
pidana, masalah kredit macet maupun tunggakan pajak negara.
b. Lelang non eksekusi yaitu lelang barang milik pemerintah pusat atan

pemerintah dacrah, BUMN/BUMD, Bea dan Cukai, serta kayu jati.

3. Pcjabat Lelang
Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang diatur dalam Keputusan
Menteri keuangan RI No. 338/KMK.01/2000 tanggal 18 Agustus 2000
tentang Pejabat lelang dalam Pasal 1 butir kedua menyebutkan bahwa
Pejabat Lelang adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri
Keuangan untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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Sebelum melaksanakan tugas Pejabat Lelang harus bersumpah

menurut agama atau kepercayaan dan dilantik di hadapan dan oleh Kepala

Kantor Wilayah DJPLN yang membawahi Pejabat Lelang yang

bersangkutan. Pejabat lelang kelas 1 dan Pejabat Lelang kelas II sesuai

dengan Pasal 7 Vendu = Instructie

a.

Pejabat Kelas 1 merupakan pegawai organik Kantor Lelang Negara
(Sekarang Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) yang klusus
diangkat untuk memberi pelayanan lelang dan hanya melaksanakan
tugas dan wewenangnya selama berkedudukan di KP2LN.

Pejabat Lelang Kelas II adalah pejabat megara selain yang disebut
diatas yang menjabat pekerjaan yang berkaitan dengan jabatan juru
lelang atau orang-orang yang berasal dari Notaris, Penilai dan
Pensiunas PNS di DJPLN terutama yang pernah menjadi Pejabat
Lelang Kelas L.

Pejabat Lelang mempunyai tugas melakukan persiapan lelang,

melaksanakan lelang dan membuat laporan pelaksanaan lelang sebelum

pelaksanaan lelang. Pejabat Lelang harus melakukan penelitian terhadap

dokumen obyek lelang dan bilamana ada persyaratan yang belum dicukupi.

Ta memiliki kewenangan untuk meminta kelengkapan beikas lelang.

Cara Penawaran Lelang

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Lelang ada 3 cara penawaran

yaitu :

a. Penawaraan makin meningkat (bij opbod)
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Dalam cara penawaran makin meningkat ini akan ditetapkan suatu
harga khusus cleh pemilik barang. Kalau tidak, maka juru jelang akan
menetapkan harga minimum. Orang yang memperoleh barang adalah
penawar terakhir, sebab penawarannyalah paling tinggi.

b. Penawaran makin menurun (bif afslag)
Barang yang akan dilelang ditawarkan dengan harga tinggi melebihi
harga biasa. Kalau untuk harga itu tidak ada penawar, maka harga akan
diturunkan sampai ada yang mengatakan “ya”. Orang tersebutlah yang
akan memperoleh barang yang dilelang.

¢. Penawaran dengan pendaftaran (bij openbare inschrijving)
Cara ini biasanya dilakukan kalau peinerintah akan menjual atau

membeli barang-barang. Dalam bahasa sehari-hari discbut Tender”

Tender ada 2 macam:

1) Tender untuk membeli, misalnya pemerintah akan membuat sebuah
bangunan yang akan ditenderkan.
Mereka yang mengikuti tender harus mengambil gambar dan bestek
yang telah disiapkan pemerintah, dengan membayar sejumlah uang.
Mereka akan mendapat penjelasan dari pemerintah tentang gambar dan
bestek terscbut. Jika telab jelas peserta dapat mengajukan penawaran.
Penawaran harus diberikan secara tertulis dalam sampul tertutup yang
dimasukan kedalam kotak yang disegel. Pada hari yang ditentukan akan

dibuka oleh juru lelang.

2 Rochmat Soemitro, Loc. Cit. hal. 155-158
a3




2) Tender untuk menjual

Dalam tender untuk menjual ini ditawarkan secara umum scjumlah

barang dalam keadaan scadanya””
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METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana untuk menentukan, mengembangkan,
atan untuk mengkaji suatu kebenaran pengetahuan. Menentukan berarti berusaha
untuk memperoleh suatu kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti
memperluas dan menggali lebih dalam swatu yang sudah ada, menguji kebenaran
jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.””

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa :

Penelitian hukum merupakan suate kegiatan ilmiah, yang
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum
tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka uga
diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum
terscbut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas
permnasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala “yang
bersang!cuta?a.24

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan benar perlu dilakukan
dengan metode penclitian guna membantu untuk menentukan, menmuskan atan
menganalisa dan memecabkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan
suatu kebenaran.

Metode itu sendiri pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata
cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapi. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah

sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, bertujuan

* Ibid. hal. 155-158. _ o 7 _
2 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesta, Jakarta, 1989, hal. 15.
 Soerjond Sockanto, Pengansar Péneiition Hulkum, Ul Press, Jakarta, 1981, hal : 43.
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untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten,
karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap
data yang telah dikwmpulkan.

Bertitik tolak pada hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk
mengadakan penelitian ke lapangan yaitu langsung ke obyek permasalahan, sesuai

dengan apa yang penulis rumuskan dalam tesis ini.

A, METODE PENDEKATAN

Berdasarkan perumusan masaleh dan tujuan penelitian yang hendak
dicapai pada penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah
metode pendekatan Yuridis Empiris.”’ Yuridis yaitu berdasarkan pada
peraturan  perundang-undangannya  tentang penjualan  lelang. Empinis
didasarkan pada pelaksanaan yang terjadi dilapangan , yakni pada Kantor
Pelayanan Pintang dan Lelang Negara (KP;TlLN) di Surakarta. Sehingga
Yuridis Empiris mengandung pengertian bahwa suatu cara atan prosedur yang
digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data
selunder terlebih dabuly, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer
yang ada di lapangan yang berkaitan dengan penjualan barang jaminan

hutang melalui KP2EN di Surakarta.

R. SPESIFIKAS] PENELITIAN
Snesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa
penelitian Deskriptif Analitis ?® Deskniptif yaitu penelitian yang berusaha

memberiken data secara rinci, sitematis dan menyeluruh tentang segala

% Ronny Hanitijo , Op. Cit Hal. 52
% 1bid, hal. 98
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sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan penjualan barang jaminan hutang
melalyi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Surakarta.
Untuk selanjumya dilakukan analisis terhadap data tersebut sesuai dengan
permasalahan yang dirumuskan dan akhimnya dibuat swatu kesimpulan yang

faktual dan akurat terhadap hasil penelitian.

C. LOKASI PENELITIAN
Penclitian ini dilakukan di Kota Surakarta, dengan alasan kota solo
sebagai kota perdagangan tentunya banyak terjadinya transakasi perbankan
Khususnya dalam pemberian kredit perbankan juga terdapat Kantor Piutang
dan Lelang Negara (KP2LN) Surakarta yang mempunyai wewenang
melakukan penjualan barang jaminan piutang negara. Selain itw juga
ketersediaan data dari BR1 Cabang Slamet Riyadi Kkhusnsnya dalam

kaitannya dengan kredit macet.

D. TEKNIK SAMPLING

Populasi dalam penelitian ini adalah yang terlibat dalam penjualan
barang jaminan hutar;g melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
di Surakarta dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Slamet Rivadi. Mengingat
keterbatasan biaya, waktu dan tenaga. dari penulis maka. tidak seluruh
populasi diteliti. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap mereka yang tex];ﬂih
menjadi sampel.

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu

bagian yang representatif dari svatu populasi. Populasi adalah seluruh obyek




atan seluruh individu atau selurub kejadian atau seluruh unit yang akan
diteliti.”’

Teknik penehitian yang digunakan untuk menentukan sampel dalam
pepelitian ini adalah teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel
vang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada. tujuan
tertentu.”® Yaitu terhadap orang-orang yang meﬁlplmyai kewenangan untuk
mengambil kebijakan dalam pelaksanaan kredit dan melakukan penjualan
lelang atas barang jaminan kredit. .

Dalam penelitian ini sampel yang diambil yaitu - Kepala Cabang Bank
Rakyat Indonesia Cabang Slamet Riyadi Surakarta, Pejabat Lelang di Kantor

Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Surakarta.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data mengandung makna upaya pengumpulan
data dengan mengéunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat
pengumpulan data dalam penelitian ini berpedoman pada jenis datanya. Data
yang dikumpulkan dalam penelitian ini mehputi data primer dan data
sekunder yang diperoleh melatui studi kepustakaan maupun stuch lapangan.

Berdasarkan pertimbangan .tersebu.t, maka teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini meliputi © |
1. Penelitian Kepustakaan.

- Data sekunder, vaitu data yang dapat mendukung data primer, yang

diperoleh tidak langsung, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan

2 Ibid, hal. 44.
% Yoid, hal. 44.
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dan dokuwmentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.”?
Dapat diperoleh dari hasil-hasil peneliian terdahula, peraturan-
peraturan, buku-buku literatur, dokumen, serta sumber bacaan lain
yang ada hubungannya dengan permasalahan.
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan
adalah kajian dokumentair, yang meliputi :
a. Bahan hukwn primer
Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, antara Jan:
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tabun 1992 Tentang
Perbankan Tentang Perbankan
- Vendu Reglement (Peraturan Lelang) Stbl 1908 No. 189
- Vendu Instructie { Instruksi Lelang) Stbl 1908 No. 190
- Peraturan Pemungutan Bea Lelang (Vendu Salaris) Stbl
1930 No. 39
- Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia
urnsan Piutang Negara.
- Kep. Men. Keu No. 304/KMK 01/2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.
- Kep. Men. Keu No. 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat
Lelang.
b. Bahan hukum sekunder, terdiri atas :
1) Kepustakaan yang berkaitan dengan perbankan;

2 sociono Soekanic dan Srimamudji, Peneliiion Hukum Normaiif Suatu__Tinjmion Singkal,

Raja"vali Pe}'s’ Talarta 10835 h

al, 14
Jakarta 1985, hal, 14.
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2) Kepustakaan yang berkaiatan dengan hukum acara
perdata;
3) Kepustékaan yang berkaitan dengan hukum peraturan
lelang;
4) Kepustakaan yang berkaitan dengan Panitia Urusan
Pitang Negara.
¢. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari (
1) Kamus Hukam

2) Kumpulan Istilah Hukum

2. Penelitian Lapangan.

- Data Primer berupa data yang langsung diperoteh dari lapangan. Yaitu
data yang didapat dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
(KP2LN) Surakarta dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Slamet Riyadi.

- Di dalam penclitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan
adalah wawancara dengan mengunakan pedoman wawancara.
Pengajuan  pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa

pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan

lebih lanjut, schingga akan diperoleh keterangan yang lebih jelas dan
lengkap.

Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian yaitu
wawancara dengan Pejabat Bank selaku kreditur dan Pejabat dari
KP2LN Surakarta selaku pejabat yang melakukan penjualan secara

lelang atas benda jaminan yang kreditnya macet.
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F. ANALISADATA
Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara
kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis
untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan
mengenai efektivitas penjualan barang jaminan hutang melalui KP2LN

Surakarta.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG JAMINAN PIUTANG
NEGARA MELALUI KANTOR PIUTANG DAN LELANG NEGARA
(KP2LN) SURAKARTA.

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara
(KP2LN) Surakarta.
a. Keadaan Umum baerah Kerja KP2LN Surakarta

KP2LN Surakarta adalah instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang berada dibawah dan
bertanggungjawab langsung  kepada Kepala Kantor Wilayah V
DJIPLN Semarang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kenangan Republik
Indonesia Nomor : 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001.

Tugas pokok dan fimgsi KP2LN Surakarta tersebut adalah
melaksanakan Pelayanan pengurusan piutang dan lelang negara
dengan Wilayah kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran 11 b
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
425/KMK.01/2002 tentang perubahan atas keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor: 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 yaitu

mehputi
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1. Kabupaten Salatiga;
2. Kabupaten Boyolali;
3. Kabupaten Klaten;

4. Kabupaten Wonogiri;
5. Kabupaten Sukoharjo;
6. Kabupaten Grobogan;
7. Kabupaten Sragen;

8. Kabupaten Karangayar,

9. Kota Surakarta.

Visi Dan Misi KP2LN
Sebagaimana diketahui bahwa visi DJPLN (Direktorat Jenderal
Piutang dan Lelang Negara) adalah menjadi lembaga pemerintah
terbaik dalam melakukan pengurusan piutang dan lelang negara yang
profesionla, bertanggungjawab, dan dibanggakan masyarakat. Misinya
meliputi 3 (tiga) hal pokok masing-masing sebagai berikut :
1) Muist Fiskal
Mengamankan keuangan negara;
2) Misi Sosial Budaya
Meningkatkan kepatuhan kesadaran pengguna jasa Direktorat
Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang disesuaikan dengan

kondisi sosial budaya setempat.
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3) Mist Kelembagaan

Memberi pelayanan kepada pengguna jasa Direktorat Jenderal

Piutang dan Lelang Negara secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu bertolak dari visi dan misi organisasi tersebut

maka visi yang diemban oleh KP2LN Surakarta adalah
“ menjadi lembaga pemerintah yang mampu melaksanakan
pengurusan piutang negara secara profesional, akuntabel dan sebagai
pelayan masyarakat dalam penjualan melalui lelang yang . profesional
pula di wilayah kenjanya “
Visi ini dimotivasi oleh motto KP2LN Surakarta yaitu :
“ Sopan dalam pelayanan bijak dalam putasan”
Misi yang diemban oleh KP21LN Surakarta adalah :
“Mengamankan kekayaan /kevangan negara dan menyumbangkan
penerimaan negara serta memberikan pelayanan kepada masyarakat

melalui pengurusan piutang dan lelang negara”.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

Untuk mencapai visi dan mist te_r;ebut KP2LN Surakarta mempunyai
program fujuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dimilikinya yaitu :

1. Percepatan pelayanan pengurusan piutang negara;

2. Peningkatan kualitas Pengelolaan Barang Jaminan;

3. Percepatan Pclayanan Lelang. -
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6.

7.

Mengoptimalkan sistem administasi data pengurusan piutang dan
lelang negara;

Mengoptimalkan upaya penyelesaian perkara;

Pelayanan dibidang kepegawaian;

Pelay%man dibidang kevangan.

Sasaran:

Adapun sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan tugas KP2LN

Surakarta tersebut adalah :

a.

Terlaksananya pelayanan dan tercapainya target hasil pengurusan
piutang;

Terlaksananya pengelolaan barang jaminan secara akuntabel;
Terlaksananya pelayanan dan tercapainya target hasil lelang;

Dapat diketahui dan ditindaklanjutinya penyelesaian Berkas Kasus
Piuﬁmg Negara (BKPN);

Tersusunnya rencana target dan laporan hasil pengurusan piutang
negara dan lelang;

Dapat diselesatkannya kasus di pengadilan;

Terlaksmanya disiphn pegawai dan texpenuhiﬁya hak pegawai
secara tepat waktu, :

Dapat dibiayainya semua kegiatan KP2LN;

Terpenuhinya semua kebutuhan dan administrasi KP2LN;
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Sumberdaya Manusia

Dengan tersedianya Sumber Daya manusia yang terlatih dan
terdidik akan menghasilkan pekerjean yang baik. Adapun jumlah
pegawai pada KP2LN Surakarta berfjumlah : 63 orang.

Berdasarkan jenis kelamin:

- Laki-laki : 49 orang
-  Perempuan : 14 orang
Berdasarkan Struktural :

- EsselonlIl :1 orang

- EsselonIV 6 orang
Berdasarkan jenjang kepangkatan
- Golongan IV : 1 orang
- Golongan 111 : 24 orang
- Golongan II : 37 orang
- Golongan 1 :1 orang

Berdasarkan Latar belakang pendidikan :

- SD - 1 orang
- -SLTP 11 orang
- SLTA . 24 orang
- Dl : 2 orang

- DIll¥/Sarjanamuda 7 orang

- Sarjana : 28 orang

48




Berdasarkan Fungsional :

- Jurusita : 18 orang
- Tim Penaksir : 10 orang
- Pejabat Lelang  : 5 orang

- Pejabat penjual : 3 orang

f. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas KP2LN Surakarta menempati
gedung cks Dinas Pendapatan Daeradh Kota Surakarta. Gedung
tersebut selama ini cukup representatif dan memadai, sarana dan
prasarana penunjang berupa ruangan meja dan kursi cukup untuk
menunjang kegiatan sehari-hari, termasuk counter pelayanan terpadu.
Selain ity dalam rangka mobilitas dalam 6perasiona1 kantor,
dilengkapi dengan 3 (tiga) buah kendaraan roda empat, ditambah
dengan 4 (empat) buah kendaraan roda dua untuk menunjang.

Selain itu dalam rangka operasional kantor dilengkapi dengan :

a. Komputer 17 unit
b. Mesin Ketik : 6 unit
¢. Mesin Hitung - 8 unit

d. Air Conditioner (AC) : 4 unit
¢. Brangkas 5 Unit

B. Pelaksanaan Penjualan Barang Jaminan Bank Rakyat Indonesia
Cabang Surakarta oleh KP2LN Surakarta
Dalam penelitian ini yang dimaksud penjualan barang jaminan

yang dilakukan oleh KP2LN adalah penjualan barang jaminan yang
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dikarenakan adanya kredit macet yang terjadi pada bank-bank pemerintah,
dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta.
Penyelesaian kredit maéet dapat diselesaikan oleh bank BUMN
khususnya pada BRI , yaitu dengan melakukan langkab-langkah sebagat
berikut :*
a2 Penjadwalan Kembali Hutang (Rescheduling), yaitn perubahan syarat
kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka wakiunya

b. Persyaratan  Kembali  (Reconditioning), yaitu  perubahan
sebagian/seluruh  syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada
perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lainnya
sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

¢. Penataan Kembali (Restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit
berupa penambahan dana bank dan/atan konversi selurub/sebagian
tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atan konversi
selurul/sebagian dari kyedit menjaaj penyertaan dalam perus%iiaén
yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau perSyaratan
kembali.

Apabila penyelesaian oleh bank sendiri tidak berhasil atau tidak
menunjukkan hasil yang maksimal, maka kredit macet dapat diselesaikan
dengan cara yaitu diserahkan penyelesaiannya kepada Paﬁitia Urusan

Piutang Negara (PUPN) dan dilaksanakan oleh KP2LN.

3 Wawancara dengan Bapak Polu Kellen, Kepala BRI Cabang Slamet Riyadt Surakarta,
Surakarta, 1anggal 23 November 2004,
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Berkas kredit macet yang diserahkan oleh Bank kepada PUPN
merupakan perintah UU No. 19 Prp tabun 1960 sebagai payung bagi
pengurusan piutang negara.

Dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada
KP2LN, Bank memiliki harapan bahwa KP2LN dapat menuntaskan
penyelesaian kredit macet.

Surat Permnyataan Bersama yang dibuat oleh Debitur dan KP2LN
yang memuat pengakvan jumlah hutang yang harus dibayar dan kewajiban
debitur untuk melunasi hutang oleh Undang-Undang diberikan kekuatan
yang sama seperti keputusan pengadilan yang iefap dalam perkara perdata,
secara yuridis dapat dinilai sebagai Grosse Akta Pengakuan Hutang seperti
yang dimaksud dengan Pasal 224 HIR. Selain Pernyataan Bersama
KP2LN (PUPN) juga mempunyai wewenang mengeluarkan surat paksa
yang berkepala “Atas Nama Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa” unfuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas benda jaminan
karena éebim wanprestasi.

Quatu kredit dari scorang nasabah diklasifikasikan macet apabila.
memenuhi beberapa kriteria tertentu. Yaita sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia No. 4/6/PB1/2002 tanggal 6 September 2002 tentang Kualitas
Aktiva Produktif, setiap bank diwajibkan menganalisis dan menyajikan
data individual untuk setiap debitur. Untuk penggolongan kualitas kredit
dapat dibagi 5 kategori yaitu : Pinjaman lancar, Dalam Periahian Khusus,
Kuraﬁg Lancar, Diragukan dan Macet.

Suatu pinjaman dengan angsuran digolongkan macet apabila :
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b. Tidak memenuhi kriteria Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang
Lancar atau Diragokan. |

¢. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam waktu delapan belas (1 &)
bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau uszha
penyelamatan yang tercermin dalam akad pinjaman

Ditinjau dari klasifikasi kredit seperti tersebut, maka penulis dapat
mengklasifikasikan lagi dalam 2 golongan yaitu :

1. Kredit tanpa masalah
Termasuk ke dalam golongan ini adalah kredit pinjaman lancar.

2. Kredit bermasalah
Termasuk ke dalam golongan ini adalah klasifikasi kredit —dalam
perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Terhadap kredit tanpa masalah inilah yang diharapkan baik oleh
bank maupun oleh nasabah. sendiri. Namun terhadap kredit bermasalah
sudah pasti menimbutkan persoalan yaitu “Bagaimanakah
penyelesaiannya 77

Adanya deteksi dan pengenalan dini atas tanda bahaya sangat
penting umtuk mengetahui adanya kemungkinan kredit bermasalah.

Tanda bahaya tersebut dapat diketahui dari 2 faktor yaitu faktor

intern dan faktor ekstern.
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1. Faktor Intern

A. Faktor menajemen nasabah, yaitu diketabui dan

a

1.

Manajemen perusahaan lemah, yaitu dengan didominasinya
manajemen perusahaan oleh beberapa orang yang kurang cakap
bahkan tidak cakap.

Adanya perubahan-perubahan kepengurusan perusahaan,
misalnya perubahan pimpinan.

Adanya perubahan pemilikan

Tidak adanya pemisahan yang jelas antara urusan-urusan uang
pribadi dengan uang perusahaan

Pembukuan perusahaan yang tidak baik

Perusahaan  sulit  berkembang dan sulit mengadakan
penyesuaian dengan keadaan pasar

Jenis usaha perusahaan sudah tidak laku di pasarah

Tidak adanya kesesuvaian manajemen diantara para pengurus
perusahaan

Para pelaku perusabaan bergaya hidup berlebihan

B. Faktor finansial perusahaan, yaitu diketahui dari :

Pengelnaran perusahaan lebih besar dari pada pemasukan
Terjadinya kerugian yang terus meneros

Pendapatan bersih perusahaan menurun

Penghasilan perusabaan dari penmjualan hasil perusahaan
menurun drastis

Hutang perusehaan meningkat

53




f Angsuran sering mengalami keterlambatan
g. Terjadinya penyalahgunaan pinjaman
2. Faktor Ekstern, yaitu diketahui dari :
a. Kenaikan harga bahan produksi yang tajam
b. Timbulnya inflasi yang tajam
c. Timbulnya perusahaan sejenis yang mengakibatkan adanya
persaingan ketat
d. Adanya perubahan kebijakan pemerintah
e. Menurunnya minat konsumen
£ Daya beli masyarakat menuren
g. Menipisnya bahan produksi
Dengan diketabwinya tanda bahaya tersebui, maka kredit
bermasalah dapat diklasifikasikan kedalam 4 tingkat yaite 2
1. Tingkat Pertama (especially mentioned)
Pada tingkat ini bank melihat atau mendapatkau'- informasi yang
menunjukkan bukti bahwa terdapat gejala melemahnya kondisi
keuangan nasabah.
2. Tingkat Kedua (substandard)
Pada tingkat ini bank mendapat informasi yang kuat terhadap
kemungkinan akan menunggaknya pembayaran pinjaman baik hutang

pokok maupun bunganya.

31 Wawancara dengan bapak Polu Kellen, Kepala BRI Cabang Slamet Riyadt Surakarta tgl 23
November 2004,
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3.

Tingkat Ketiga (doubful)

Pada tingkat ini bank telah memperoleh kepastian bahwa nasabah telah
sulit untuk melunasi pinjaman baik yang berupa hutang pokok maupun
bunganya.

Tingkat Keempat (write-off)

Pada tingkat ini bank telah memperoleh kepastian bahwa pinjamannya
tidak mungkin tertagih lagi.

Adanya pengklasifikasian kredit bermasalah kedalam 4 tingkatan

seperti tersebut diatas adalah sangat penting. Sebab dengan diketahuinya

¥redit bermasaléh pada suatn tingkatan tertentu dapat digunakan bank

untuk menentukan tindakan/upaya yang tepat, sehingga tidak merugikan

bank pada khususnya maupun nasabah pada wnumnya.

1.

Secara lebih terperinci pentingnya pengklasifikasian itu adalah

~ sebagai benkut :

Untuk lebih memperhatikan terhadap setiap keadaan kredit yang
mengandung resiko memburuk

Untuk menentukan besarnya tingkat risiko yang terkandung

Sebagai bahan untuk menentukan strategi untuk menghasilkan setiap
kemungkinan yang akan merugikan pihak bank

Sebagai titik tolak terhadap kebijakan yang akan ditempuh oleh bank

_ Untuk menentukan sejauhmana upaya / tindakan yang perlu dilakukan

untuk mengatasinya
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Dari wraian diatas perlu dikemukakan upaya yang perlu dilakukan

oleh bank untuk mengatasi kredit bermasalah yaitu :

Pada tingkat pertama (especially mentioned)

Disini b_ank mengadakan pendekatan kepada nasabah untuk
mengadakan pembinaan saja yaitu : berujud saran-saran atau pendapat.
Namun bila perlu untuk sementara waktu bank dapat mengambil alih
manajemen nasabah untuk dibenahi. Atau dari segi finansiil bank
memberikan kelonggaran-kelonggaran kredit berupa perubahan
perjanjian kredit atau perpanjangan kredit atau injeksi kredit.

Pada tingkat kedua (substandartd)

Pada tingkat ini bank mengambil manajemen nasabah untuk dibenahi,
bila tclah berjalan sebagaimana mestinya, maka diserahkan kembali
kepada nasabah. Atau dari segi finansiil bank memberikan perubaban
perjanjian kredit. Tindakan ini perlu segera diambil untuk mengatasi
kemungkinan akan menunggaknya pembayaran pinjaman. Apabila
bank tidak segera melakukan tindakan maka kemungkinan akan
menunggaknya pinjaman tersebut pasti akan terjadi, karepa situasi
keuangan maupun manajemennya telah memburuk.

Pada tingkat ketiga (doubful)

Pada tingkat ini bank sudah tidak memberikan pembinaan terhadap
manajemen nasabah. Demikian pula dari segi finansialnya “bank
memberikan kelonggaran-kelonggaran kredit. Namun demikian bank
dapat memberikan pembaharuan perjanjian kredit. Segala upaya bank

dalam tingkat ini sudah merupakan upaya melakukan penagihan
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hutang. Jadi meskipun -bank masih memberikan pembaharuan
perjanjian kredit namun hal ini hanya dmaksudkan memberikan
kesempatan kepada nasabah untuk melunasi hutangoya. Apabila
melalui cara ini ternyata tidak berhasil maka bank menempuh upaya
melalui saluran hukum.
- Padatingkat kgempat(wﬁre—oﬁ)‘

Upaya yang dilakukan bank pada tingkat ini adalah menghapus
bukukan sisa pinjaman. Namun hal ini tidak berarti nasabah telah
bebas dari kewajibannya untuk meiunasi sisa pinjaman itu. Dalam hal
ini upaya bank untuk menagih sisa pinjaman tetap dilakukan sampai
suatu batas waktu yang menurut penilaian bank sudah tidak mungkin
lagi dilupasi atan biaya penmagihannya justru lebih besar daripada
jumlah yang ditagih. '

'Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit
bermasalah yang tergolong klasigfikasi kredit macet terletak pada tingkat
ketiga/doubful. Alasannya ialah pada tirigkat pertama dan kedua dapat
dilihat bahwa upaya bank adalah memberikan kelonggaran-kelonggaran
atas perjanjian kredit yang telah ditetapkan semula. Dalam hal ini tidak
ada unsur penagihan hutang. Sedangkan pada tingkat ketiga/doubful bak
sudah tidak memberikan kelonggaran-kelonggaran, karena telah ada
dugaan yang kuat berdasarkan penilaian bank bahwa debitur telah sulit
untuk  melakukan pelunasan hutang, meskipun telah  diberikan

kelonggaran-kelonggaran kredit. Pada fingkat keempat/write-off bank
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sudah jelas dan pasti akan menghapus bukukan sisa pinjaman yang tidak
ditagih.

Seperti diketabui bahwa upaya bank terbadap kredit bermasalah
pada tingkat ketiga/doubful adalah melakukan penagihan. Penagihan ini
lakukan bank dengan memberikan peringatan-peringatan baik secara lisan
atan tertulis yang isinya menyuruh nasabah/debitur agar melunasi-
hutangnya. Didalam praktek yang dilakukan oleh BRI, peringatan tersebut
dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu peringatan pertama, peringatan kedua dan
peringatan ketiga (terakhir). Peringatan-peringatan tersebut berisi tentang
kehendak bank agar nasabah melunasi hutangnya seperti apa yang telah
diperjanjikan.

Apabila sampai dengan peringatan ketiga, nasabah tetap
mengabaikan kewajibannya, maka mnasabah dapat dikatakan telah
melakukan wanprestasi.

Apabila peringatan-peringatan yang dilakukan bank terhadap
debitar melakukan wanprestasi diabaikan maka langkah-langkah yang
ditempuh oleh bank, yaitu mula-mula nasabah dimohon melunasi hutang
beserta bunga dengan jalan terserah pada si nasabab. Hal i dimaksudkan
apabila nasabah tidak mungkin melunasinya dengan harta (nang) yang ada
maka ia dimohon unituk menjual sendiri barang yang dijaminkanﬁy&

Menurut pennlis tindakan baok kepada nasabzh agar dia menjnal
barang yang dijaminkannya adalah sangat tepat. Karena dengan penjualan
barang jaminan, hasilnya dapat digunakan untuk mehmasi hutang nasabah

pada bank. Disamping itu memang sejak semula harta kekayaan yang

58




dipakai sebagai jaminan terscbut mengandung hak bagi bank untuk
pelunasan hutang apabila nasabah tidak melunasi hutangnya dengan jalan
menjual barang jaminan. Bila dengan jalan ini ternyata pasabah tetap tidak
bisa memenuhi kewajibanmya maka pihak bank menyerahkan
penyelesaiannya melalui saluran hukum yaitu PUPN melalui KP2LN.
Berdasarkan uraian tfersebut dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan kredit macet adalah yang tidak dapat dibayarkan
kembali secara wajar kepada pihak bank yang termasuk kriteria kredit

bermasalah tingkat doubful, meskipun bank telah melakukan upaya-upaya

penagihannya.

. Prosedur Penyerahan Kredit Macet Kepada KP2LN

Seperti diketahui babwa penyelesaian kredit bermasalah kepada
KP2LN adalah kredit bermasalah yang merupakan klasifikasi kredit macet.
Kredit bermasalah yang tidak macet akan diserahkan penyelesaiannya olch
bank kepada KP2LN. Sebagaimana yang dikatakan oleh :

Bp. Poln Kellen, bahwa : “Selama bank masih mampu
mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah, maka bank tidak
akan mengalitkan penyelesaiannya kepada pihak lain yaitu PUPN
(KP2LN). Bank tetap akan berupaya semaksimal mungkin agar
nasabah/debitur dapat mehmasi hutangnya. Hal ini disebabkan
karena penyelesaian melalui PUPN (KP2LN) biayanya tidak
sedikit, dan aken memberatkan nasabab/debitur. Disamping itu
biasanya debitur akan mempunyai rasa malu apabila harta
kekayaan miliknya sampai dilelang untuk pelunasan suatu hutang.
Maka sejauh mungkin diupayakan bank dapat menyelesaikannya
sendiri. Namun demikian apabila segala upaya telah dilakukan dan
bank tetap tidak memperoleh hasil maka tidak ada keberatan lagi
bagi pihak bank untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada
PUPN (KP2LN) sebab bank tidak man dirugikan oleh nasabah
yang tidak mehmasi hutangnya. Diharapkan dengan diserahkannya
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penyelesaian kredit macet tersebut kepada PUPN, hutang nasabah
yang telah macet itu tertagih, sehingga bank tidak menderita
kerugian. -

Setelah suatn kredit dinyatakan macet, maka pihak bank

menentukan kebijaksanaan untuk menyerabkan penyelesaiannya kepada

KP2LN. Bank membuat pernyataan tertulis mengenai kredit nasabah yang

macet dan mengajukan permohonan agar KP2LN menyelesaiannya.

. Syarat-Syarat Penyerahan Kredit Macet Pada KP2LN

Syarat-syarat penyerahan kredit macet pada KP2LN Surakarta

diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Kenangan Nomor

300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Pintang Negara. Mepurut

ketentuan tersebut syarat-syarat penyerahan kredit macet pada PUPN

adalah sebagai berikut :

a) Penyerahan pengurusan piutang negara disampaikan kepada KP2LN

disertai data dan dokumen yang berisi tentang hal-hal sebagai berikut :

1.

Penjelasan singkat mengenai piutang yang memuat identifikasi dan

' keadaan usaha debitur, uraian singkat terjadinya piutang dan sebab-

sebab kemacetannya, kondisi atau keadaan benda jaminan dan
upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan sesual
dengan ketentuan yang berlaku.

Perikatan, peraturan dan atan dokumen lainnya yang membuktikan
adanya piutang.

Rekening koran, mutasi piutang atau dokumen lainnya yang

memuat jumlah piutang dengan rincian hutang pokok bunga,
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8.

beban-beban dan atau kewajiban keuangan lainnya sesnaidengan
ketentnan yang berlakn

ldentitas penanggung hutang dan atau penjamin hutang

Daftar dan dokumen benda jaminan serta pengikatannya dalam hal
piutang yang diserahkan masih didukung oleh benda jaminan

Surat pemberitabnan kepada debitur yang menyatakan bahwa
pengurusan hutangnya diserabkan kepada KP2LN

Surat pernyataan kesanggupan/kesediaan penyerahan piutang untuk
meroya hipotek/kredit verband/hak tanggungan/fiducia

Data/dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh penyerah piutang

b) Batas minimal besarnya piutang negara yang diserahkan

pengurusannya adalah Rp. 2.000.000 {duva juta rupiah) untuk setiap

kasus dengan ketentuan bahwa batas minimal dimaksud tidak berlaku

bagi piutang instansi pemerintah dan badan negara baik tingkat pusat

maupun daerah.

Kredit macet yang tidak disertai jaminan tidak dapat diselesatkan

oleh KP2LN. Dengan kata lain KP2LN akan menolak menyelesaikan

kredit macet yang fidak disertai jaminan. Alasanmya KP2LN akan

mengalami kesulitan penagihannya, apabila debitur setelah diperingatkan

beberapa kali tetap tidak melunasi hutangnya. Dengan adanya jaminan

KP2LN tidak mengalami kesulitan sebab apabila hal terscbut terjadi maka

KP2LN akan melakukan pencarian benda jaminan dan hasilnya

diperhitungkan untuk melinasi hutangnya.
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4. Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Pada KP2LN Surakarta
Prosedur penyelesaian kredit macet pada KP2LN diatur dalam

Pasal 15, 33, 43, 44, 45, 56, 135, 138, 157, 244, 322 dan Pasal 324

Keputusan Menkeu No. 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang

Negara.

Adapun prosedurnya édalah sebagai berikut™ :

a KP?LN Surakarta menerima penyerahan kredit macet dengan
menerbitkan Surat Peperimaan Pengurusan Piutang Negara

b. KP?LN Surakarta melakukan pemanggilan secara tertulis kepada
debitur dalam rangka penyelesaian butang. Dalam hal debitar tidak
memenuhi surat penagihan, dilakukan panggilan kedua sebagai
panggilan terakbir. Dalam hal debitwr menghilang atau tidak
mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang dikenal di
Indonesia, dilakukan panggilan melalui surat kabar harian dan atau
media massa jainnya.

¢. KP?LN Surakarta melakukan wawancara dengan debitur untuk
memperoleh  kepastian  besarnya piutang negara yang wajib
diselesaikan serta syarat-syarat penyelesaiannya yang dituangkan
dalam Surat Pernyataan Bersama. Jangka waktu penyelesaian hutang
yang ditetapkaﬁ?da]am Surat Pernyataan Bersama paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak ditandatangani. Dalam hal debitur mengakui jumiah

hutang namun tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka

32 Wawancara Bapsk Edi Suyanto, SH, MM Kasi Piutang Negara, tanggal 24 Nopember 2004,
62




waktu tersebut, Surat Pernyataan Bersama tetap dibuat yang memuat

adanya dan besarnya plutang negara.

_ Dalam hal Surat Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena debitur

tidak memenuhi panggilan atau debitur menolak menandatangani
Surat Pemnyataan Bersama tanpa alasan yang sah, ditetapkan jumlah
piutang negara yang wajib dilunasi oleh debitur dengaﬁ menerbitkan
Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara

Penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dilakukan dalam hal debitor
tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Surat Pernyataan
Bersama, setelah terlebih dabulu diberi peringatan tertulis atau debitar
menandatangani Pernyataan Bersama yang hanya berisi pengakuan
hutang atan Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara telah diterbitkan
dan debitur tidak melunasinya.

Apabila ketentuan daam Surat Paksa tidak dipenuhi oleh debitur,
diterbitkan Surat perintah Penyitaan yang memerintahkan untuk
melakukan penyitaan atas benda jamina dan atau harta kekayaan milik
debitur dan atan pibak lain yang bertanggung jawab. Penyitaan
dilaksanakan oleh jurusita piutang nmegara dengan disaksikan oleh 2
(dua) orang saksi yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau
telah menikah dan dituangkan dalam berita acara penyitaan serta

diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

. Apabila debitur tdak menyelesaikan hutangnya kepada negara

sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Penyitaan maka
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diterbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yang
memerintahkan agar dilakukan penjualan lelang atas benda sitaan.

L Dalam hal debitur melunasi hutangnya kepada negara maka
diterbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas. Dalam bal kasus
Kkredit macet ditarik oleh penyerah pintang dan disetujui oleh KP2LN
Qurakarta maka diterbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang
Negara Seclesai.

i, Dalam hal penyerahan kredit macet diterima, maka penagihan atas
hutang debitor beralih menjadi tanggung jawab PUPN. Tetapi secara
intern administrasi bank yang menyerahkan kredit macet masih tetap
mempunyai kewajiban dan tanggung jawab membantu KP2LN dalam
mensukseskan penagihan piutang itu sendiri.

j. Sechubungan dengan itu, maka perlu dijalin kerjasama yang baik antara
KP2?LN dengan bank yang menyerahkan kredi;c macet untuk
memperlancar penyelesalannya.

k. Keﬁutusan KP2IN Surakarta atas penerimaan permohonan bank
wntuk menyclesaikan kredit macet dituangkan dalam Pernyataan
Menerima Penyerahan Piutang Negara.

Tahap berikutnya KP2LN memanggil debitur dan semua pihak
yang menurat hukum bertanggung jawab atas pembayaran kembali atas
hutang dimaksud. Panggilan i dimaksud agar debitur dan para pihak -
yang memuat hukum bertanggung jawab tersebut datang ke kantor KP2ZLN

Surakarta, untuk menyelesaikan hutangnya.




Hasil pembicaraan lalu dituangkan dalam Pemyataan Bersama.

Pemyataan Bersama ini memuat hal-hal sebagai berikut :

a.

Pengakuan dari debitur akan adanya dab besarnya hutang, ditambah
denda dan/atau biaya pengurusan yang akan diperhitungkan kemudian
Kesanggupan debitur untuk melunasinya didalam jangka waktu yang
ditetapkan

Adanya hak KP2LN untuk melakukan penagihan dengan surat paksa
jika debitur tidak memenuhi kewajiban setelah KP2LN memeberkan
peringatan-peringatan padanya

Pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada KP2LN
untuk menguasai benda yang dipakai sebagai jaminan atas plunasan
hutang tersebut

Adanya hak KP2LN untuk mencairkan/menjual/melelang benda yang
dipakai scbagai jaminan, bila debitur tidak melakukan kewajibannya
melunasi hutang seperti tersebut dalam pernyataan bersama

Debitur barus membayar biaya administrasi KP2LN sebesar 10% dari
seluruh jumlah hutangnya yang menjadi tagihan bank

Pernyataan bersama dibuat dengan kepala “Demi Keadilan

Bersadarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu penulis

berpendapat, pernyataan bersama itn mempunyai kekuatan pelaksanaan

seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti.

Disamping itu merupakan pemyataan yang mempunyal  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan kekuatan memaksa. Semua ini menjadi

dasar hukom bagi PUPN wmtuk melakukan tindakan-tindakan lanjutan
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didalam menyelesaikan kredit macet. Apabila debitur hanya membayar
sebagian atan tidak melakokan pembayaran dalam jangka waktu yang telah
disepakatinya dalam pernyataan bersama, maka terhadapnya diberikan
peringatan-peringatan. Peringatan itu dapat berupa peringatan 1 dan
peringatan terakhir.

Peringatan 1 merupakan teguran awal yang disampaikankepada
debitur agar ia senantiasa berbuat sebagaimana yang diperjanjikan dalam
pernyataan bersama.

Peringatan terakhir adalah peringatan yang disampaikan KP2ZLN
terhadap debitur yang tetap tidak maun memenuhi apa yang menjadi
kewajibannya dimana telah diperingatkan sebelumnya.

Apabila debitur tetap tidak mengindahkan peringatan terakhir maka
ia dinyatakan mela}cukan wanprestasi. Sehingga wanprestasi dalam hal i
adalah suatn keadaan dimana seorang debitur karena kesalahannya tidak
memenuhi kewajibannya kepada KP2LN sesuat perjanjian, meskipun ia
telah diperingatkan tetapi tetap mengabaikannya. |

Peringatan terakhir yang tetap tidak diindahkan maka terhadap
debitur diambil tindakan penagihan sekaligns dengan surat paksa. Surat
paksa ini diberitahukan oleh juru sita dengan pernyataan penyerahan
salinan surat pa.icsa kepa'(.ia debitur ditempat tinggaloya atau dikantornya.
Surat paksa ini memerintabkan kepada debitur supaya dalam waktu dua
pulvh empat (24) jam terhitung sejak surat paksa ditetapkan, ia memenuhi

surat paksa. Setelah lewat waktu 24 jam namun debiturtidak memenuhi
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surat paksa, maka sebagai tindak lanjut PUPN ialah menyita benda yang
dipakai sebagai jaminan.

Penyitaan ini dilakukan oleh juru sita dengan disaksikan unsur
kepolisian seteropat, unsur pemerintah dacrah setempat dan debitur.
Kemudian juru sita menempelkan pengumuman penyitaan pada benda
yang disita (pada pintu rumah bagian depan atau ditempat lain yang mudah
dibaca oleh siapa saja). Selain itu pada benda jaminan yang disita juga
ditempel kalimat “Dalam Pengawasan Panitia Urasan Piutang Negara”.

Setelah benda yang dipakai scbagai jaminan disita, debitur masih
diberi kesempatan untuk melunasi hutangnya dalam waktu selambat-
lambatnya tujuh (7) hari untuk penyitaan benda bergerak dan empat belas
(14) hari wntuk penyitaan benda tidak bergerak. Bila debitur masih belum
juga mefunasi hutangnya dalam jangka wakiu tersebut, maka pelelangan
benda yang dipakai sebagai jaminan yang telah disita segera dilaksanakan,
gupa melunasi semua hutang-butangnya, dimana pelunasan hutang debitur
ity dilakukan dengan cara memperhitungkan hasil pelelangan benda yang
dipakai sebagai jaminan.

Pelaksanaan lelang atas benda jaminan yang telah disita tidak
dilakukan sendiri oleh PUPN, namun diserahkan kepada KP2LN

Surakarta.

6. Pelaksanaan Lelang Oleh KP2LN Surakarta

a. PralLelang
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Pemohon lelang mengajukan permohonan secara tertulis ke KPZLN

tentang Tencana lelang Barang Jaminan dilengkapi persyaratan lelang.

Surat permohonan lelang harus dilengkapi

1) Umum

2)

- Salinan/fotocopy Surat Keputusan Penunjukan Penjual
- Salipan/fotocopy Bukti Kepemiiﬂcanfl—lak

- Syarat lelang dari Penjuat (jika ada)

- Daftar barang yang akan dilelang

Khusus

Salinan/fotocopy Pernyataan Bersama (PB) atau Penetapan
Jumlah Piutang Negara (PTPN)

Salinan/fotocopy Surat Paksa (SP)

Salinan/fotocopy Surat Perintah Penyitaan

Salinan/fotocopy Berita Acara Sita dan Bukti Sita telah
terdaftar

Salinan/fotocopy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
{SPPBS)

Salinan/fotocopy Perincian Hutang

Salinan/fotocopy Pemberitahuan Lelang kepada debitur

Dalam hal barang yang akan dilelang berupa tanah diperlukan.
Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kantor Pertanahan

Bukti Pengumuman Lelag oleh Penjual memalui selebaran

atan Surat Kabar Harian setempat

68




- Kepala KP2LN Surakarta menetapkan hari/tanggal dan wakin
pelaksanaan lelang setelah dilakukan analisa kelengkapan
dokumen

." Pemohon menetapkan besarnya uang jaminan yang harus
disetor calon peserta lelang dengn memperhatikan saran dan
KP2LN

- Pemohon melaksanakan pengumuman lelang melatui selebaran
atau surat kabar harian sesuai ketentuan

- Pemohon menetapkan pilai limit dari barang yang akan

dilelang dan diserahkan sesaat sebelum lelang

b. Pelaksanaan Lelang

_ Dilakukan oleh Pejabat lelang bersama-sama dengan Pejabat

penjual
Menurut ketentuan Pasal 1, Peraturan Lelang ditegaskan
pula bahwa penjualan dimuka umumn tidak boleh dilakukan kecuali

didepan penjualan lelang yang dilakukan seorang yang bukan juru

" lelang dianggap sebagai tindak pidana pelanggaran (Pasal 1 a ayat

(3)) Peraturan Lelang.
Pada wakti dan tempat yang telah ditetapkan Jalu diadakanlah
pelaksanaan pelelangan benda jaminan

Masyarakat wnum yang berminat membeli benda lelang harus
hadir sendir ditempat pelelangan berlangsung.

Terbadap para peserta lelang, scbelum lelang ditaksanakan, harus

menyetorkan uvang jaminan penawaran lelang. Uang jaminan
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penawaran lelang dibayar oleh pemenang lelang tepat pada
waktunya. |

Bagi pemenang lelang uang jaminan ini diperhitungkan dengan
harga pokok lelang. Sedapgkan bagi mereka yang tidak
memenangkan lelang, maka uang jaminan itu dapat diterima
kembali setelah lelang sclesai dilakukan

Peserta lelang yang memberikan harga penawaran tertinggi adalah
scbagai pemenang lelang. Pemenang lelang im kemudian
membayar harga lelang benda jaminan tersebut dengan
nﬁemperhitungkan vang jaminan penawaran lelang yang telah
dibayar sebelumnya. Pemenang lelang melakukan pembayaran

yaitu : pokok lelang, bea lelang, nang miskin BPHTB.

Pasca Lelang

- Terhadap pelaksanaan lelang tersebut Pejabat lelang dibuat berita

acara yang disebut Risalah lelang
Suatu Risalah lelang harus memuat hal-hal sebagai berikut :
1. Apayang dilelang,yaitn menjelaskan objek apa yang dilelang
2. Mengapa dilelang, yaitu menerangkan mengapa sampai terjadi
pelelangan
3. Bila/Kapan dilelang, yaitu menjelaskan waktu dilaksanakannya
pelelangan
4. Dimana lelang dilaksanakan, yaitu menjelaskan tempat lelang

dilaksanakan
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5. Bagaimana lelang dilaksanakan, yaitu menjelaskan proses
penawaran sampai ditunjuknya pembeli

6. Siﬁpa, yaitu menjelaskan siapa pejabat lelang, siapa pepjual,
siapa pemenang lelang (pembeli)

Tiap lembar dari risalah lelang harus ditandatangani oleh
juru lelang. Segala perobahan, hambatan dan coretan yang dibuat
dalam risalah lelang harus ditandatangani oleh juru lelang. Risalah
lclang harus dibuat bepar-benar sesuai dengan keadaan yang
sesungguhnya karena risalah lelang ini merupakan bukti tertulis
tentang adanya pelelangan.

Pemenang lelang mendapat salinan Risalah lelang

Bea ]e]ang‘

Sebagai upah jasa KP2LN didalam memberaikan bantuan dan
perantaraannya dalam menyelenggarakan dan mengurus suatu

penjualan umum, maka dipungut bea lelang.

BIAYA-BIAYA LELANG
Berdasarkan SE. PJPLN No. 19/PL/2003
BARANG | BARANG
JENIS BARANG BERGERAK |  TETAP |
. |BEA LELANG PENJUAL 3% 1.5%
BEA LELANG PEMBEL] 3% 4.5%
BEA LELANG DITAHAN 15% 0.375%
UANG MISKIN 0.7% 0.4%

Keterangan .
Bea Lelang dan Uang Miskin dihitung dari Pokok Lelang
Uang Miskin hanya dikenakan kepada pemenang lelang
Lelang Ditahan apabila penawaran tertinggi belum mencapai nilat
himit yang ditetapkan pihak Penjual

7




Jangka waktu pembatalan lelang adalah 8 (delapan) hari sebelum
pelaksanaan lelang dan apabila kurang dari jangka wakiu yang
ditetapkan  tersebutmaka Pemohon/Penjual  dikenakan bea
pembatalan Rp. 50.000,00

Setelah pendapatan bersih lelang dibagi-bagi wntuk membayar
biaya administrasi PUPN (KP2LN), denda pengurusan dan
pemenuhan hak bank, maka bila masth terdapat sisa, hal ini
dibayarkan kembali kepada debitur. Pembayaran kembali sisa hasil
lelang ini dilakukan KP2LN dengan cara memanggil debitur yang
bersangkutan ke kantornya.

Sebaliknya bila dari hasil lelang ternyata tidak mencukupi

untuk membayar seluroh butang, maka KP2LN Surakarta akan

melakukan pengusutan harta kekayaan debitur Jainnya guna melunasi
hutang yang tersisa. Apabila debitur sudah tidak mempunyai harta
kekayaan lain maka sisa hutang itu oleh KP2LN dimasukkan dalam
daftar sementara belum dapat ditagih yang tetapjadi tanggungan

debitur.

Dalam hal hutang debitur terbayar lunas maka ia diberikan

pernyataan lunas. Dengan pemyataan lunas ini berarti pengurusan
penyelesaian piutang bank atas kredit macet diserahkan pada KP2LN

selesat.
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C. KEUNTUNGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA MELALU!
KP2LN SURAKARTA

Bagi bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang setelah
melakukan upaya penagihan kembali hutang debiturnya tidak dapat
diselesaikan maka akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan
Lelang Negara (KPZLN) cq. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
Hal ini diatar dalam UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang dan Lelang Negara menentukan bahwa Pamitia Urusan Piutang dan
Lelang Negara bertugas untuk mengurus piutang ncgara yang berdasarka_n
peraturan ini telah diserabkan pengurusannya kepadanya oleh pemerintah atau
badan-badan negara.

Pengertian pivtang negara dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 49
tentang PUPN diartikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung
dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab
apapun.

Penyelesaian Kredit Macet bank BUMN melalui KP2LN diatur
dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara. Bank memiliki
harapan bahwa KP2LN dapat menuntaskan penyelesaian kredit macet.

Menurut penulis adanya penjualan barang jaminan melalui lelang
mempunyai beberapa kebaikan yaitu :

a. Segi Waktu
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Dalam proses lclang dapat berjalan dengan cepat dan efisien, karena

lelang didahului dengan pengumuman lelang, sehingga peserta lelang

dapat terkumpul lebih banyak pada saat hari lelang diadakan dan
pembayarannya dapat secara tunai pada saat pelelangan . Sehingga
bank dapat segera mendapat pelunasan piutangnya tersebut.

. Segi prosedur

1) Dapat lebih adil karena dalam penjualan lelang bersifat terbuka,
transparan dan obyektif, sehingga memberi kesempatan pada
masyarakat umum untuk dapat ikut dalam lelang.

2) Lebih aman, karena dilakukan dihadapan penjabat negara yaitu
pejabat lelang selaku pejabat umum yang diangkat oleh
pemerintah.

Sistem lelang ini mengharuskan Pejabat Lelang meneliti terlebih
dahulu secara formal téntang keabsahan penjual dan barang yang
akan dijual.

Bahkan adanya pelaksanaan lelang tersebut harus terlebih dahulu
diumumkan djharian surat kabar dan ditempelkan pada benda
jaminan yang akan dijual tersebut, sehingga memberi kesempatan
apabila ada pihak-pihak lain yang ingin mengajukan keberatan atas
penjualan barang jaminan tersebut. Hal ini tentunya dapat
melindungi pihak pembeli dari tuntutan pihak ketiga.

3) Kepastian Hukum
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Karena setiap pelaksanaan lelang dibuat berita acara yang disebut
Risalah Lelang scbagai akte otentik, maka pembeli lelang secara
hukum dilindungi.
¢. Segi biaya
Akan diperoleh harga yang maksimal karena diumumkan terlebiil
dahulu pada masyarakat sehingga kemungkinan akan banyak
peminatnya. Dengan adanya persaingan/kompetisi penawaran harga,
maka lelang diharapkan dapat mewujudkan harga yang wajar atan
kemungkinan lebih tinggi yang menguntungkan penjual yaitu bank
selaku krediter dan juga dapat menguntungkan debitur sehingga
hurangnya terlunasi babakn kemungkinan masing mendapat sisa atas
penjualan jaminan tersebut.

Mengingat pada ketiga kenntungan tersebut diatas yaitu dari segi
waktu, prosedur dan biaya menunjukan bahwa penjualan barang jaminan
melalui KPzLN Surakarta efektif dan menguntungkan pada masing-masing
pihak yaitn bank selaku kreditur memperoleh kembali pintangnya dan

debitur dapat terlunasi hutangnya .

D. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAP! DALAM PELAKSANAAN
PENJUALAN BARANG JAMINAN DI KP2LN SURAKARTA DAN
UPAYA MENGATASI NYA.

1. Kendala-kendala dalam pelaksanaan penjualan barang jaminan di

KP2LN Surakarta.




Ternyata didalam melakukan penjualan lelang melalui KP2LN

Surakarta selama ini diternui kendala yaita

1) Rendahnya animo masyarakat terhadap pembelian barang melalui lelang
eksekusi, hal ini dikarenakan :

a. Pengosongan terhadap barang jaminan dinilai masih sulit
Karena sering ditemui pibak debitur atau yang menempati runoah/
bangunan yang dilelang tidak mau meninggalkan tempatnya
tersebut, kadang harus melalni pemaksaan dengan melalui aparat
yang berwajib.

b. Kultur/budaya masyarakat segan untuk membeli bafaug secara
lelang terutama di daerah pinggiran kota/pedesaan.
Mereka takut bermasalah dan budaya pekewuh. Juga adanya
anggapan  barang jaminan yang dijnal lelang kurang memenuhi
selera.

2) Adanya gugatan/perlawanan dalam pelaksanaan lelang sehingga hal ini
skan menimbulkan rasa enggan/tidak aman baik bagi calon
pembeli/pemenang lelang mavpun bagi KP2LN sendiri selaku pihak
perantara lelang.

Misal hal ini dapat terjadi, apabila pembeli lelang yang telah memenuhi
segala kewajiban dalam pembelian tanah secara lelangternyata tidak
dapat segera mendapatkan haknya untuk penguasam; dan pemilikan
tanah yang dibelinya Karena tapah tersebut ternyata ada pada
kekuasam pihak ketiga yang bahkan menggugamya berdasar bukti

kepemilikan atas tanah tersebut yang dimiliki oleh pihak ketiga tersebut.
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Munculnya gugatan setelah selesainya lelang adalah karena
kekurangtahuan atau kenakalan anggota masyarakat (debitur) terhadap
ketentuan hukum, sebagai upaya mengulur kewajiban pembayarannya
kepada kreditur.

3) Menurut pihak bank, selaku pemohon lelang, bank menilai prosedur
pelaksanaan Jelang terlalu lama dari sejak penyerahan pengurusan lelang
atas kredit macet dari kreditur kepada KPZLN, karena selama ini terlalu
berlarut-larut biasanya 1 sampai 2 tehun. Schingga dengan berlarut-
larutnya pelaksanaan lelang, maka menyebabkan pihak kreditur merasa
dirugikan sebab :

a. Nilai barang agunan menjadi berkurang karena barang menjadi
rusak, aus atan tidak mempunyai nilai lagi. Misalnya : mesin-mesin
pabrik

b. Pihak kreditur tidak segera mendapatkan hasil dari penyerahan
piutangnya
Bagi bank sering harga transaksi lelang tidak sesuai harapan bahkan
kadang dibawah transaksi harga awal yang diperkirakan, hal ini
tentunya akan merugikan bank karena pembayaran hasil Jelang

kurang untuk melunasi keseluruhan hutang debitur.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pelaksanaan

lelang di KP2LN Surakarta.

a. Upaya sebelum lelang dilaksanakan
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1)

2)

3)

4)

5

Diadakan tiﬁdakan persuasif terhadap debitur bak dengan cara
dipanggil maupun didatangi/dikumpuikan wntuk segera m}:mbayar
hutangnya

Berkirim surat kepada debitur/bank untuk segera menggunakan
kebijaksanaan pemerintah, scbelum pada tahap Piutang Negara
ditingkatkan padatahap pelaksanaan lelang

Mengadakan pendekatan terhadapdebitur atau masyarakat setempat
agar menjual sendiribarang jaminannya

Memberikan  penjelasan/pengertian  kepada debitur terhadap
hutangnya. Hal ini dimaksudkan untuk lnengéugah kesadaran
debitur membayar dan mengingatkan akibat yang akan timbul
apabila debitur tidak membayar dan terbadap petugas diharuskan
mempelajari berkas schingga proses pengurusan Piutang Negara
tidak rawan terhadap gugatan yang kemungkinan timbul
Mengadakan penggalian Izotensi lelang kepada Pemerintah Daerah,
Instansi Pemerintahmaupun BUMN/BUMD baik secara langsung
maupun Surat menyurat. Upaya ini berhasil meningkatkan frekuensi

lelang.

b. Upaya saat pelaksanaan lelang

1) Memberikan penjelasan proses-proses pengosongan terhadap calon

pembeli lelang dan diprioritaskan lelang terbadap berang jaminan

yang tiak berpenghuni/kosong

2) Mengusahakan Sumber Daya Manusia pada lingkungan KP2LN

yang transparan, jujuf, akuntable dan profesional
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BABV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian, akhirnya penulis dapat
menyimpulkan bahwa:

1. Penjualan barang jaminan milik BRI Cabang Surakarta oleh KP2LN
Surakarta apabila pinjaman itu sudah dinyatakan macet atau dinyatakan
kredit macet dan penagihan kepada Debitur tidak mendapat hasil sesuai
harapan karena ada unsur itikad tidak baik dari Debitur maica pihak BRI
Cabang Surakartﬁ akan menyerahkan kepada KP2LN dengan harapan :

a Kantor Lelang akan sepera memproses pelaksanaan lelang barang
jarpinan sesuai prosedur yang ada.

b. Dari hasil lelang yang dilaksanakan maka hasil lelang dapat digunakan
schagai pembayaran Huatang Debitur kepada BRI Cabang Surakarta.
Dengan demikian maka pelaksanaan lelang pada KP2LN Surakarta
dapat diartikan efektivitas mengingat’ dari sisi waktu, biaya, prosedur
hasil lelang telah menghasitkan kembali pembayaran piutang kepada

Kreditur.

2. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang jaminan atas kredit
macet bank melalui KP2LN dapat dilihat dari 3 segi yaitu : Waktu,
prosedur dan biayanya. Dari Keuntungan berarti menunjukkan adanya

efektivitas dalam penjualan barang jaminan piutang negara melatui
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KP2LN Surakarta. Sehinga dapat menguntungkan pihak kreditur dan

debitur.

3.1. Kendala —kendala yang terdapat pada peclaksanaan penjualan barang
jaminan di KP2LN sebagai berikut -

a. Rendahnya animo masyarakat terhadap pembelian barang lelang.

b. Adanya gugatan/ perlawanan dalam pelaksanaan lelang, schinggga
menimbulkan rasa  enggan/tidak aman balk bagi calon
pembeli/pemenang lelang maupun bagi KP2LN sendiri sebagai pihak

1 perantara lelang.
| c. Bagi bank, terhadap pelaksanaan lelang yang kadang-kadang berlarut-

Jarut antara 1 sampai dengan 2 tabun, tentunya hal il merugikan

pihak bank, karena'dapat menyebabkan berkurangnya nilai barang

jaminan tersebut.

d. Kadang adanya harga transaksi lelang tidak sesuai harapan, bahkan
dibawah iransaksi harga awal yang diperkirakan, sehingga bank
dirugikan karena hasil lelang kurang untuk melunasi keseluruhan

hutang/kredit macet debitur.

3.2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pelaksanaan
| lelang di K’I;‘ZLN Surakarta selama ini yaitu
! a. Upaya sebelum Jelang dilaksanakan :
| 1) Tindakan persuatif terhadap debitur untuk segera membayar

hutangnya;.
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2) Mengadakan pendekatan terhadap debitur atau masyarakat
setempat agar menjual sendiri barang jaminannya; |
3} Mengadakan penggalian potensi lelang kepada Pemerintah
Daerab, instansi pemerintah, maupun BUMN/BUMD baik
secara langsung maupun surat-menyurat.
b. Upaya saat pelaksanaan lelang
1) Memberikan penjelasan proses-proses pengosongan terhadap
calon pembeli lelang dan diprioritaskan lelang terhadap barang
jaminan yang tidak berpenghuni/kosong.
2) Mengusahakan Sumber Daya Manusia pada lingkungan KP2LN

yang transparan, jujur dan profesional.

B. SARAN

1. Untuk menjaga agar tidak terjadi kredit macet, maka hendaknya nasabah
(debitur) harus senantiasa memenuhi apa yang menjadi kewajibannya
kepada pihak bank (kreditur) sesuai dengan perjanjian kreditnya, agar
kredit bank sebagai sarana pembangunan dapat disalurakan olch bank
secara berkesinambug gan. .

2. Perlunya sosialisasi arti pentingnya lembaga lelang di masyarakat.

3. Perlu adanya kerjasama yang intensif dan transparan antara pihak bank,
KP2LN dan debitur sendiri agar tidak terjadinya tuntutan pihak ketiga

yang merasa dirugikan.

81




DAFTAR PUSTAKA

Badrulzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank. Alomni, Bandung, 1989.

. Manajemen Dana Bank, Bumi Aksara Jakarta,

1989.

. Aneka Hulkum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994,

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu _Pengantat), Liberty,
Yogyakarta, 1999.

Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung; 1990.

Patrik, Purwahid, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994,

Raharjo., Satjipto, Hukum dan Masvarakat, Angkasa, Bandung, 1986.

Huum Dalam Perspektif, Sosial, Alumni, Bandung, 1981.

Rasjidi., Lili, Filsafat Hukum , Apakah Hukum itu ?, Remadja Karya, Bandung,
1985.

Satrio.,], Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1993.

Soekanto, Soerjono, Sosiologi Hukum Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat,
Jakarta, 1987.

Efeltifitas_Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya,
Bandung,1988.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1994.

Soemitro, Rochmat, Peraturan dan Instruksi Lelang, Eresco, Bandung, 1987.

Subekii R., Hukum Perjonjian, Intermasa, Jakarta, 1983.

Supramono, Gatot, Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis,
Djambatan, Jakarta, 1596.

Sutantio, Retowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata
Dalam Teori dan Prakek, Mandar Maju, Bandung, 1997.

32




Suyatno., Thomas dkk, Dasar-Dasar_Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 1997.

Tje Aman, Eddy Putra, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty,
Yogyakarta, 1989.

Usman. Rachmadi, Aspek-aspek_Hukum Perbankan Di Indonesia, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2000.

83




